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1.1.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia,
perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup
keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai
tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka
keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan
menentukan.

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) RI
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bekasi menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan
dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi
dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis,
transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Perubahan Renja adalah dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) untuk satu tahun anggaran yang telah diperbarui, yang digunakan untuk menyesuaikan
program dan kegiatan dengan perkembangan situasi, kebutuhan masyarakat, dan hasil
pengendalian pelaksanaan Renja sebelumnya. Dokumen ini berisi penyesuaian kebijakan,
program, dan kegiatan, serta menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Perubahan dan evaluasi kinerja SKPD.



Proses penyusunan Renja Perubahan BPKAD Tahun 2025 telah melewati tahap-tahap
seperti yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan
melibatkan semua pemangku kepentingan (Stake holder) yang ada, baik secara formal maupun
non formal serta dengan memperhatikan hasil pelaksanaan di tahun 2023 dan 2024 sebagai
bahan evaluasi kinerja. Garis besar proses penyusunan Renja Perubahan BPKAD adalah :

1) Tahap Persiapan Kegiatan penyusunan rancangan Renja Perubahan BPKAD dilakukan
sebelum Rancangan Awal RKPD diterima, atau segera setelah RAPBD tahun 2025
perubahan disahkan menjadi APBD Perubahan. Langkah-langkah pada kegiatan persiapan
mencakup identifikasi para pemangku kepentingan, pembentukan tim penyusun Renja PD,
penyiapan kelembagaan forum PD, pengisian formulir (isian), penyusunan rencana kerja
tim untuk penyusunan Renja Perubahan BPKAD.

2) Tahap Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen Kegiatan analisis dan pengkajian
dokumen meliputi kajian terhadap rancangan awal RKP Nasional dan RKPD
Kabupaten/Kota, review RPJM Nasional dan RPJM Provinsi, kajian terhadap RPJM
Daerah dan Renstra PD, kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD,
meminta/menerima rancangan awal RKPD secara resmi dari Bappeda.

3) Tahap Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja Kegiatan ini dilaksanakan setelah PD
menerima secara resmi dokumen Rancangan Awal RKPD Perubahan dari Bappeda.
Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah dijadikan pedoman
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan PD dan kemudian disahkan
oleh Wali Kota melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Perubahan Kota Bekasi menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun
2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan Surat Wali

Kota Bekasi Nomor : 000.7.2.4/1801/BAPPELITBANGDA tanggal 23 Maret 2025 tentang

Percepatan Penginputan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Bekasi sehingga Rencana

Kerja BPKAD Tahun 2025 perlu untuk diubah dengan mengacu pada rancangan awal

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat

Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah

yang dihadapi, karena dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu

ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan

analisis serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya



1.2.

pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD tahun yang
bersangkutan.

Rencana Kerja BPKAD Tahun 2025 telah selaras dengan Rencana Kerja
kementerian/Lembaga atau Instansi yang terkait dengan tugas dan Fungsi BPKAD Kota Bekasi,
demi terwujudnya pengelolaan keuangan yang selaras antara pemerintah pusat dengan daerah
juga telah memperhatikan dan selaras dengan Renja BPKAD Provinsi Jawa Barat.

Perubahan Renja BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025 telah ditetapkan melalui
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025. Dan telah dilakukan evaluasi secara berkala setiap
bulan dan triwulan. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2025 termasuk hal yang
perlu mendasari dilakukan perubahan Renja BPKAD Tahun 2025 dengan mengacu kepada
Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2025.

Perubahan Renja BPKAD Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan
Perubahan RKA BPKAD Tahun 2025 serta penyesuaian target output dan outcome yang
diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam mencapai target tujuan, sasaran, program

serta kegiatan yang diampu oleh BPKAD.

Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi Landasan Hukum disusunnya perubahan  Renja

BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat
Il Bekasi;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 diganti menjadi Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi;

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bekasi;

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah Kota Bekasi;

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Kota Bekasi Tahun 2024 — 2026;
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18.

19.

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2024-2026 Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2025;

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bekasi Tahun 2025, yaitu untuk :

1.

Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya;

2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan
perencanaan program;
3. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
5. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur dan perencanaan yang pelaksanaan sesuai
dengan Renstra SKPD.
b. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1.

Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 ;

Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan
program kegiatan yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2025.;

Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan
program kegiatan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota
Bekasi Tahun Anggaran 2025;

Menjadi alat observasi untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan

tugas dan tanggung jawab pengelola program dan kegiatan.



1.4

Sistematika Penulisan

BAB |

BAB II.

PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja
BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025.

1.1

1.2

1.3

1.4

Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja BPKAD, proses
penyusunan Perubahan Renja BPKAD, keterkaitan antara Perubahan Renja
BPKAD dengan dokumen Perubahan RKPD, dokumen Renstra BPKAD Kota
Bekasi.

Landasan Hukum

Memuat landasan hukum yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja
BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025.

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan
Renja BPKAD Kota Bekasi.

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja BPKAD Kota

Bekasi, serta susunan garis besar isi dokumen.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN
TRIWULAN |

2.1

2.2

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025
sampai dengan Triwulan |.

Pada sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan |.

Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kota Bekasi

Pada sub bab ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BPKAD
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM,
maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2008.



BAB I.

2.3

24

2.5

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD Kota Bekasi
Pada sub bab ini berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja
pelayanan BPKAD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan BPKAD,
permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas
dan fungsi BPKAD, dampaknya terdapat pencapaian visi dan misi Kepala
Daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BPKAD dan
Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas pada
Perubahan Renja BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025.

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Pada sub bab ini berisikan uraian mengenai Proses membandingkan antara
rancangan awal Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2025 dengan hasil
analisis kebutuhan disertai penjelasan mengenai alasan proses tersebut
dilakukan penjelasan serta temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan
penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Perubahan RKPD Kota
Bekasi Tahun 2025.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan yang langsung ditujukan/disampaikan ke
BPKAD atau berdasarkan hasil penelitian lapangan dan keikutsertaan dalam

proses musrenbang.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini berisikan rencana target, tujuan dan sasaran perubahan rencana

program, kegiatan dan sub kegiatan BPKAD tahun 2025

3.1

3.2

Tujuan dan Sasaran

Berisikan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumuan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD mengacu pada Renstra BPKAD.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisikan rumusan perubahan rencana program kegiatan dan sub kegiatan

disertai penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan



terhadap rumusan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan serta

penjelasannya.

BAB IV PENUTUP
Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, dan

menguraikan hal-hal pokok dalam keseluruhan Perubahan Renja BPKAD tahun 2025.



BAB Il
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023-2024
BPKAD KOTA BEKASI

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2023- 2024 dan
Capaian Renstra Tahun 2023-2024

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008
tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan
harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi pada tahun
berjalan juga harus dievaluasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 2 huruf g telah
ditetapkan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
dengan tipe A yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset
daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka BPKAD
melaksanakan pelayanan dibidang pengelolaan keuangan dan aset meliputi
pelayanan dalam rangka proses penganggaran daerah, pelayanan dalam
rangka proses pencairan dana belanja langsung maupun belanja tidak
langsung, pelayanan dalam pengelolaan barang milik daerah, serta
pelayanan dalam penyusunan pelaporan keuangan daerah bagi seluruh
perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja
Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai
sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan,
mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan
Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pencapaian target kinerja dinilai melalui suatu standar yang mampu



menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang

direncanakan, berupa indikator dengan target kinerja sebagai instrumen

penilaian.

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Penunjang Urusan dan Belanja

Langsung Urusan PerTanggal 31 Desember 2023

REALISASI
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN KEUANGAN PERSENTASE
(Rp) (%)

Program Penunjang Urusan | 139.523.941.112 | 90.713.871.301 65,02
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, 15.000.000 12.068.500 80,46
dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Koordinasi dan Penyusunan 15.000.000 12.068.500 80,46
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan | 128.765.362.000 | 80.678.105.342 62,66
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan | 128.735.362.000 | 80.648.105.342 62,65
ASN
Koordinasi dan Penyusunan 30.000.000 30.000.000 100
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Administrasi Kepegawaian 602.485.000 433.441.000 71,94
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 429.985.000 417.661.000 97,13
Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 172.500.000 15.780.000 9,15
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat 2.506.857.000 2.202.845.523 87,87
Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.408.714.000 1.369.230.000 97,2
Penyediaan Barang Cetakan dan 160.000.000 153.810.000 96,13
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan 47.000.000 36.135.000 76,88
Peraturan Perundang-undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000.000 13.250.000 26,5
Penyelenggaraan Rapat 448.638.000 278.712.923 62,12
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip  Dinamis 392.505.000 351.707.600 89,61
pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah 611.517.000 597.250.000 97,67
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin 611.517.000 597.250.000 97,67
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang 5.862.960.055 5.773.669.233 98,48
Urusan Pemerintahan Daerah

10



PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI

KEUANGAN
(Rp)

PERSENTASE
(%)

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

5.862.960.055

5.773.669.233

98,48

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

1.159.760.057

1.016.491.703

87,65

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

448.320.500

390.859.900

87,18

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

200.000.000

133.734.500

66,87

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

511.439.557

491.897.303

96,18

Program Pengelolaan Keuangan
Daerah

94.362.376.387

56.856.597.623

60,25

Koordinasi dan Penyusunan
Rencana Anggaran Daerah

1.485.824.600

1.272.085.970

85,61

Koordinasi dan Penyusunan KUA
dan PPAS

85.440.000

61.784.125

72,31

Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan KUA dan Perubahan
PPAS

65.700.000

55.246.250

84,09

Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi RKA-SKPD

46.160.000

38.071.900

82,48

Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

50.000.000

17.712.000

35,42

Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi DPA-SKPD

13.335.600

13.335.600

100

Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

55.650.000

29.700.000

53,37

Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD

146.550.000

121.418.335

82,85

Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD

149.650.000

146.599.600

97,96

Koordinasi dan Penyusunan
Regulasi serta Kebijakan Bidang
Anggaran

50.000.000

46.202.600

92,41

Koordinasi Perencanaan Anggaran
Belanja Daerah

30.000.000

18.375.000

61,25

Koordinasi Perencanaan Anggaran
Pembiayaan

215.119.000

197.477.000

91,8

Pembinaan Perencanaan
Penganggaran Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota

578.220.000

526.163.560

91
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PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI

KEUANGAN
(Rp)

PERSENTASE
(%)

Koordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah

321.897.000

259.701.449

80,68

Koordinasi dan Pengelolaan Kas
Daerah

104.355.000

86.677.440

83,06

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring
dan Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana Transfer
Lainnya

48.200.000

33.958.784

70,45

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Realisasi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

53.961.000

37.551.000

69,59

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan Pemotongan
Atas SP2D dengan Instansi Terkait

50.475.000

44.004.225

87,18

Pembinaan Penatausahaan
Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota

64.906.000

57.510.000

88,61

Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah

1.179.180.000

1.092.673.159

92,66

Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Daerah

50.000.000

48.465.250

96,93

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,
Belanja, Pembiayaan,
Pendapatan-LO dan Beban

43.200.000

39.930.800

92,43

Koordinasi Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran

119.175.000

117.455.425

98,56

Konsolidasi Laporan Keuangan
SKPD, BLUD dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah

131.955.000

123.807.559

93,83

Koordinasi dan Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran

141.290.000

121.131.000

85,73

Penyusunan Kebijakan dan
Panduan Teknis Operasional
Penyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daerah

174.345.000

144.185.500

82,7
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REALISASI
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN KEUANGAN PERSENTASE
(Rp) (%)
Penyusunan Sistem dan Prosedur 263.000.000 260.386.300 99,01
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan 214.815.000 203.056.500 94,53
dan Pertanggungjawaban
Pemerintah Kabupaten/Kota
Pembinaan Pengelolaan 41.400.000 34.254.825 82,74
Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
Penunjang Urusan Kewenangan 91.375.474.787 | 54.232.137.045 59,35
Pengelolaan Keuangan Daerah
Analisis Perencanaan dan 50.000.000.000 | 50.000.000.000 100
Penyaluran Bantuan Keuangan
Pengelolaan Dana Darurat dan 41.375.474.787 4.232.137.045 10,23
Mendesak
Program Pengelolaan Barang 1.862.137.000 998.519.845 53,62
Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik 1.862.137.000 998.519.845 53,62
Daerah
Penyusunan Standar Harga 186.924.000 165.296.500 88,43
Penatausahaan Barang Milik 50.863.000 23.943.000 47,07
Daerah
Inventarisasi Barang Milik Daerah 112.900.000 68.964.445 61,08
Pengamanan Barang Milik Daerah 804.650.000 513.450.000 63,81
Optimalisasi Penggunaan, 639.150.000 204.455.900 31,99
Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan
Barang Milik Daerah
Pembinaan Pengelolaan Barang 67.650.000 22.410.000 33,13
Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota
JUMLAH 235.748.454.499 | 148.568.988.769 63,02
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Realisasi Anggaran Belanja Langsung Penunjang Urusan dan Belanja

Langsung Urusan PerTanggal 31 Desember 2024

REALISASI
URAIAN ANGGARAN KEUANGAN PERSENTASE
(Rp) (%)

Program Penunjang Urusan 114.877.129.159 | 96.575.040.307 84,07
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, 60.000.000 58.396.300 97,33
dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Koordinasi dan Penyusunan 60.000.000 58.396.300 97,33
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan 105.968.435.019 | 88.632.790.652 83,64
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan 105.948.435.019 | 88.613.006.652 83,64
ASN
Koordinasi dan Penyusunan 20.000.000 19.784.000 98,92
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Administrasi Kepegawaian 100.000.000 17.500.000 17,5
Perangkat Daerah
Pendidikan dan Pelatihan 100.000.000 17.500.000 17,5
Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi
Administrasi Umum Perangkat 2.537.867.500 2.307.497.153 90,92
Daerah
Penyediaan Bahan Logistik 1.431.150.000 1.404.877.600 98,16
Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan 196.750.000 148.620.100 75,54
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan 50.000.000 32.373.520 64,75
Peraturan Perundang-undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu 75.000.000 24.982.000 33,31
Penyelenggaraan Rapat 401.250.000 339.535.933 84,62
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis 383.717.500 357.108.000 93,07
pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah 1.087.576.000 1.039.550.000 95,58
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin 1.087.576.000 1.039.550.000 95,58
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang 3.803.250.640 3.583.813.558 94,23
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan 3.803.250.640 3.583.813.558 94,23
Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik 1.320.000.000 935.492.644 70,87
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
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URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

KEUANGAN | PERSENTASE
(Rp) (%)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

520.000.000

336.428.100 64,7

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

250.000.000

174.853.200 69,94

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

550.000.000

424.211.344 77,13

Program Pengelolaan
Keuangan Daerah

126.454.904.655

113.248.536.507 89,56

Koordinasi dan Penyusunan
Rencana Anggaran Daerah

1.944.314.500

1.641.316.240 84,42

Koordinasi dan Penyusunan KUA
dan PPAS

121.000.000

100.962.650 83,44

Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan KUA dan Perubahan
PPAS

125.000.000

66.410.000 53,13

Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi RKA-SKPD

61.329.900

51.940.000 84,69

Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

61.329.900

6.192.000 10,1

Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi DPA-SKPD

47.574.900

29.723.000 62,48

Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

50.649.800

43.721.640 86,32

Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD

158.892.000

146.297.150 92,07

Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD

236.625.000

231.692.298 97,92

Koordinasi dan Penyusunan
Regulasi serta Kebijakan Bidang
Anggaran

139.500.000

119.455.500 85,63

Koordinasi Perencanaan
Anggaran Belanja Daerah

270.027.000

225.799.302 83,62

Koordinasi Perencanaan
Anggaran Pembiayaan

211.480.000

205.015.000 96,94

Pembinaan Perencanaan
Penganggaran Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota

460.906.000

414.107.700 89,85

Koordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah

1.155.255.708

907.542.070 78,56

Koordinasi dan Pengelolaan Kas
Daerah

104.355.000

97.970.000 93,88
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URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

KEUANGAN
(Rp)

PERSENTASE
(%)

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Supervisi,
Monitoring dan Evaluasi
Pengelolaan Dana Perimbangan
dan Dana Transfer Lainnya

82.440.000

39.427.670

47,83

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan Pemungutan/
Pemotongan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

60.000.000

36.800.000

61,33

Rekonsiliasi Data Penerimaan
dan Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan Pemotongan
Atas SP2D dengan Instansi
Terkait

115.760.000

92.714.400

80,09

Penyusunan Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan yang
Berkaitan dengan Penerimaan
dan Pengeluaran Kas Serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan

107.472.000

Pembinaan Penatausahaan
Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota

685.228.708

640.630.000

93,49

Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah

2.045.773.000

1.661.780.257

81,23

Koordinasi Pelaksanaan
Akuntansi Penerimaan dan
Pengeluaran Kas Daerah

196.490.000

189.049.730

96,21

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,
Belanja, Pembiayaan,
Pendapatan-LO dan Beban

62.150.000

56.112.000

90,28

Koordinasi Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan,
Triwulanan dan Semesteran

193.695.000

159.294.400

82,24

Konsolidasi Laporan Keuangan
SKPD, BLUD dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah

243.788.000

182.671.169

74,93

Koordinasi dan Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

159.798.000

96.198.470

60,2
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REALISASI
URAIAN ANGGARAN KEUANGAN PERSENTASE
(Rp) (%)

Penyusunan Kebijakan dan 191.375.000 141.316.679 73,84
Panduan Teknis Operasional
Penyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daerah
Penyusunan Sistem dan Prosedur 312.880.000 238.275.400 76,16
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan 482.656.000 437.725.109 90,69
dan Pertanggungjawaban
Pemerintah Kabupaten/Kota
Pembinaan Pengelolaan 202.941.000 161.137.300 79,4
Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
Penunjang Urusan 121.309.561.447 | 109.037.897.940 89,88
Kewenangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Analisis Perencanaan dan 105.340.352.750 | 105.340.352.750 100
Penyaluran Bantuan Keuangan
Pengelolaan Dana Darurat dan 15.969.208.697 3.697.545.190 23,15
Mendesak
Program Pengelolaan Barang 4.183.152.900 1.455.700.015 34,8
Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik 4.183.152.900 1.455.700.015 34,8
Daerah
Penyusunan Standar Harga 368.273.900 140.876.000 38,25
Penatausahaan Barang Milik 114.225.000 75.352.523 65,97
Daerah
Inventarisasi Barang Milik Daerah 300.000.000 29.476.000 9,83
Pengamanan Barang Milik 973.132.000 392.044.852 40,29
Daerah
Penilaian Barang Milik Daerah 1.450.000.000 95.016.000 6,55
Optimalisasi Penggunaan, 421.280.000 281.750.600 66,88
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan
Barang Milik Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka 100.000.000 0 0
Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah
Pembinaan Pengelolaan Barang 456.242.000 441.184.040 96,7
Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota

JUMLAH 245.515.186.714 | 211.279.276.829 86,06
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Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA BPKAD dan
Pencapaian RENSTRA BPKAD sampai dengan Triwulan Ill Tahun 2023

UNSUR 33 , 26 ,
PENUNJ % 2.175. | 7 1295 | 3| 3283 | 4 | .739.6 59 1976 | 5 | 4 59 | .197.6
ANG 467,00 | 8 36,00 8 83,00 | 3 95,00 14,00 | 9 1 14,00
URUSAN
PEMERI
NTAHAN

5.2 Keuanga 100 | 251.00 | 11 | 14.329 | 14 | 28.892 | 33 | 23.057 59, | 66.279 | 59 | 26 | 59, | 66.279
n % 2175. | ;7 | 1295 | 3| .3283 | 4 | .739.6 59 1976 | 5 | 4 59 | .197.6

Paraf Koordinasi

Kepala BPKAD

Kepala Bapelitbangda

Kabag Hukum
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Koordina
si dan
Penyusu
nan
Laporan
Capaian
Kinerja
dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD

Jumlah
Laporan
Capaian
Kinerja
dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD
dan
Laporan

4.365.
000,00 00 500 00

Paraf Koordinasi
| KepalaBPKAD | |
 Kepala Bapelitbangda | |
| KabagHukum | |




02

Penyedia
an Gaji
dan
Tunjanga
n ASN

Koordina
si

Penyusu
nan
Laporan
Capaian
Kinerja
dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD

Jumlah

Orang
yang
Menerim
a Gaji
dan
Tunjanga
n ASN

8,00
Ora
ng/b
ulan

130.73
5.362.
000,00

00

.837.2
03,00

00

.305.9
53,00

00

.762.2
99,00

02,
00

9054 | 8| ,8 0l2.
55,00 | 1 1 00

.905.4
55,00

02,
00

an
Pen
gelol
aan
Keu
anga

Dan
Aset

Paraf Koordinasi

Kepala BPKAD

Kepala Bapelitbangda

Kabag Hukum
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Daer
ah

1.2
.02

Koordina
si dan
Penyusu
nan
Laporan
Keuanga
n Akhir
Tahun
SKPD

Jumlah
Laporan
Keuanga
n Akhir
Tahun
SKPD &
Laporan
Hasil
Koordina
si
Penyusu
nan

1,00
Lap
oran

10.000
.000,0

00

00

4.999.
900,00

2,0

4.999. | 20 | 50 | 2,0
900,00 | O, | ,0 0
00| O

4.999.
900,00

Bad
an
Pen
gelol
aan
Keu
anga

Dan
Aset
Daer

Paraf Koordinasi

Kepala BPKAD

Kepala Bapelitbangda

Kabag Hukum
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Pendidik
an dan
Pelatihan
Pegawai
Berdasar
kan
Tugas
dan
Fungsi

Jumlah
Pegawai
Berdasar
kan
Tugas
dan
Fungsi
yang
Mengikuti
Pendidik
an dan
Pelatihan

8,00
Ora

0.000,
00

00

000,00

000,00

00

000,00

.0000 | ,0 | 26 0

.000,0

an
Pen
gelol
aan
Keu
anga

Dan
Aset
Daer
ah

Paraf Koordinasi

Kepala BPKAD

Kepala Bapelitbangda

Kabag Hukum
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. Penyedia | Jumlah 94
.06 an Bahan | Paket Pak | 222.00 | 00 | 3.500, | 00 | 0.500, | 00 | .000,0 0 | 50800 | 5| ,2 0 | 508.00 0,0 |an
4 Logistik Bahan et 0,00 00 00 0 0,00 o 4 0,00 0 Pen
Kantor Logistik gelol
Kantor aan
yang Keu
Disediak anga
an n
Dan
Aset
Daer
ah
1.2 Penyedia | Jumlah 2,00 | 160.00 | O, 0,00 | O, | 48.845 | 1, | 50.930 1,0 | 99.776 | 50 | 62 | 1,0 | 99.776 | 1,0 Bad
.06 an Paket Pak 0.000, | 00 00 | .400,0 | 00 | .700,0 0 .100,0 | 0| ,3 0 | .100,0 0,0 |an
5 Barang Barang et 00 0 0 0 0| 6 0 0 Pen
Cetakan Cetakan gelol
dan dan aan
Penggan | Penggan Keu
daan daan anga
yang n
Disediak Dan
an Aset
Daer
ah
1.2 Penyedia | Jumlah 9,00 | 50.000 | 1, | 3.510. | 3, | 10.030 | 3, | 10.405 7,0 | 23.945 | 77 | 47 | 7,0 | 23.945 | 7,0 Bad
.06 an Bahan | Dokumen Jeni .000,0 | 00 | 000,00 | OO | .000,0 | OO | .000,0 0 .0000 | ,7| .8 0 | .000,0 0,0 |an
.6 Bacaan Bahan S 0 0 0 0 8| 9 0 0 Pen
dan Bacaan gelol

Paraf Koordinasi

Kepala BPKAD

Kepala Bapelitbangda

Kabag Hukum
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Peratura | dan aan

n Peratura Keu
Perunda n anga

ng- Perunda n

undanga | ng- Dan

n Undanga Aset

n yang Daer

Disediak ah

an

1.2 Fasilitasi | Jumlah 3 50.000 | 2, 1.420. | 0, 0,00 | 5, 8.600. 7,0 | 10.020 [ 20 | 20 | 7,0 | 10.020 | 7,0 Bad
.06 Kunjunga | Laporan 5,00 .000,0 | 00 | 000,00 | OO 00 | 000,00 0 .000,0 | 0| ,0 0 | .000,0 0,0 |an
.8 n Tamu Fasilitasi Lap 0 0 o 4 0 0 Pen
Kunjunga oran gelol

n Tamu aan

Keu
anga

n

Dan

Aset

Daer

ah

Paraf Koordinasi

Kepala BPKAD

Kepala Bapelitbangda

Kabag Hukum
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1.2

Penyedia
an Jasa
Pemeliha
raan,
Biaya
Pemeliha

Jumlah
Kendara

an
Perorang
an Dinas/
Kendara
an Dinas
Jabatan
yang di
pelihara
dan
dibayark
an
pajaknya
Jumlah
Kendara
an Dinas
Operasio
nal atau
Lapanga

21,0

Unit

0,00
Unit

20
0.000.
000,00

2,
00

00

82
7.800,
00

30
.826.5
00,00

7,
00

00

60
.223.0
00,00

15,

.877.3 | 00 | 5,
00,00 94

91 | O, 4

15,

91
.877.3
00,00

15,

o

Bad
an
Pen
gelol
aan
Keu

Paraf Koordinasi

Kepala BPKAD

Kepala Bapelitbangda

Kabag Hukum
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Kepala Bapelitbangda

Kabag Hukum

raan, n yang anga
Pajak Dipelihar n
dan a dan Dan
Perizinan | dibayark Aset
Kendara | an Pajak Daer
an Dinas | dan ah
Operasio | Perizinan
nal atau nya
Lapanga | Jumlah 69,0 17 39 5 84 58, 58,
n kendaraa 0 ,0 ,0 ,0 8,0 ,0 00 00
n Dinas Unit 0 0 0 0 6
Operasio
nal/
Lapanga
n yang
dipelihar
a dan
dibayark
an pajak
dan
perizinan
nya
1.2 Pemeliha | Jumlah 80,0 | 711.43 | O, 0,00 0,00 | 35 | 39.775 3| 39775 | 43| 5, | 35, | 39.775 | 35, | O, | Bad
.09 raan/Reh | Sarana 0 9.557, | 00 ,0 ,0 .000,0 50| .0000| ,7 (59 | 00| .000,0 | OO | OO | an
.10 abilitasi dan Unit 00 0 0 0 0 0 5 0 Pen
Sarana Prasaran gelol
dan a aan
Prasaran | Gedung Keu
a Kantor anga
Gedung atau n
Kantor Banguna Dan
Paraf Koordinasi
Kepala BPKAD
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atau
Banguna
n
Lainnya

n Aset
Lainnya Daer
yang ah
dipelihar

a/

direhabilit

asi

 KepalaBPKAD | |
 Kepala Bapelitbangda | |
| KabagHukum | |



. Koordina | Jumlah
.01 si dan Dokumen Dok .000,0 | 00 ,0 00 | .375,0 ,00 | .375,0 | 00 | ,7 0| .375,0 0| 00 | an
1 Penyusu | KUA dan ume 0 0 0 0 6 0 Pen
nan KUA | PPAS n gelol
dan yang aan
PPAS Disusun Keu
anga
n
Dan
Aset
Daer
ah
2.2 Koordina | Jumlah 2,00 | 65.700 | O, 0,00 0,00 | 2, 0,00 2 0,00 | 10| O, | 2,0 0,00 | 2,0 | O, | Bad
.01 sidan Dokumen Dok .000,0 | 00 ,0 00 ,00 0, | 00 0 0| 00 | an
.2 Penyusu | Perubah ume 0 0 00 Pen
nan an KUA n gelol
Perubah dan aan
an KUA Perubah Keu
dan an PPAS anga
Perubah yang n
an PPAS | Disusun Dan
Aset
Paraf Koordinasi
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Kepala Bapelitbangda

Kabag Hukum
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Daer
ah
2.2 Koordina | Jumlah 1,00 | 46.160 | O, 0,00 0,00 | O, 0,00 0 0,00| O0,| O, | 0,0 0,00 | 0,0 | O, | Bad
.01 si, RKA- Dok .000,0 | 00 ,0 00 ,00 00 | 00 0 0| 00 | an
3 Penyusu SKPD ume 0 0 Pen
nan dan yang n gelol
Verifikasi | Diverifika aan
RKA- Si Keu
SKPD anga
n
Dan
Aset
Daer
ah
2.2 Koordina | Jumlah 1,00 | 50.000 | O, 0,00 0,00 | 1, | 17.712 1(17.712 | 10| 35| 10| 17.712 | 1,0 | O, | Bad
.01 si, Perubah Dok .000,0 | 00 ,0 00 | .000,0 ,00 | .0000| O, | ,4 0 | .000,0 0| 00 | an
4 Penyusu | an RKA- ume 0 0 0 0|00 | 2 0 Pen
nan dan SKPD n gelol
Verifikasi | yang aan
Perubah Diverifika Keu
an RKA- | si anga
SKPD n
Dan
Aset
Daer
ah
2.2 Koordina | Jumlah 1,00 | 52.650 | 1, | 13.335 0,00 | O, 0,00 1]1333% | 10| 25| 10| 1333 | 10| O, | Bad
.01 si, DPA- Dok .000,0 | 00 | .600,0 | ,0 00 ,00 | .6000 | O, | ,3 0 | .600,0 0| 00 | an
5 Penyusu | SKPD ume 0 0|0 0O|00| 3 0 Pen
nan dan yang n gelol

Paraf Koordinasi
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Verifikasi | Diverifika aan
DPA- Si Keu
SKPD anga
n
Dan
Aset
Daer
ah
2.2 Koordina | Jumlah 1,00 | 55.650 | O, 0,00 0,00 | O, 0,00 0 0,00| O0,| 0, | 0,0 0,00 | 0,0 | O, | Bad
.01 si, Perubah Dok .000,0 | 00 ,0 00 ,00 00 | 00 0 0| 00 | an
.6 Penyusu | an DPA- ume 0 0 Pen
nan dan SKPD n gelol
Verifikasi | yang aan
Perubah Diverifika Keu
an DPA- | si anga
SKPD n
Dan
Aset
Daer
ah
2.2 Koordina | Jumlah 4,00 | 146.55 | 2, | 56.711 0,00 | O, 1.238. 2| 57949 | 50 | 39 | 2,0 | 57949 | 20 | O, | Bad
.01 sidan Peratura Dok 0.000, | 00O | .565,0 | ,0 00 | 000,00 ,00 | 5650 | ,0| ,5 0| .565,0 0| 02| an
7 Penyusu n Daerah ume 00 0|0 0 0| 4 0 Pen
nan tentang n gelol
Peratura APBD aan
n Daerah | dan Keu
tentang Peratura anga
APBD n Kepala n
dan Daerah Dan
Peratura | tentang Aset
n Kepala
Paraf Koordinasi
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Daerah Penjabar Daer
tentang an APBD ah
Penjabar
an APBD
2.2 Koordina | Jumlah 6,00 | 149.65 | O, 0,00 7.550. | 3, | 13.917 3| 21467 | 50 | 14 | 3,0 | 21467 | 3,0 | O, | Bad
.01 si dan Peratura Dok 0.000, | 00 ,0 | 000,00 | 00 | .650,0 ,00 | .650,0 | ,0]| ,3 0| .650,0 0| 01| an
.8 Penyusu n Daerah ume 00 0 0 0 0| 5 0 Pen
nan tentang n gelol
Peratura | Perubah aan
n Daerah | an APBD Keu
tentang dan anga
Perubah Peratura n
an APBD | n Kepala Dan
dan Daerah Aset
Peratura | tentang Daer
n Kepala | Penjabar ah
Daerah an
tentang Perubah
Penjabar | an APBD
an
Perubah
an APBD
2.2 Koordina | Jumlah 1,00 | 50.000 | O, 0,00 15.000 | 1, | 29.252 1| 44252 | 10 | 88 | 1,0 | 44.252 | 1,0 0| Bad
.01 si dan Dokumen Dok .000,0 | 00 ,0 .000,0 | 00 | .600,0 ,00 | .600,0| O, | ,5 0| .600,0 0|,0 | an
.9 Penyusu | Regulasi ume 0 0 0 0 0|00 | 1 0 1 Pen
nan serta n gelol
Regulasi | Kebijaka aan
serta n Bidang Keu
Kebijaka | Anggara anga
nBidang | n n
Dan
Paraf Koordinasi
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Kepala Bapelitbangda

Kabag Hukum

Anggara Aset
n Daer
ah
2.2 Koordina | Jumlah 2,00 | 74.155 | 0O, 0,00 0 0,00 | 1, 5.366. 1| 5.366. |50 | 7, | 1,0 | 5.366. | 1,0 Bad
.01 Si Dokumen Dok .000,0 | 00 ,0 00 | 000,00 ,00 | 000,00 | ,0 | 24 0 | 000,00 0,0 |an
A1 Perencan | Hasil ume 0 0 0 0 Pen
aan Koordina n gelol
Anggara | si aan
n Belanja | Perencan Keu
Daerah aan anga
Anggara n
n Belanja Dan
Daerah Aset
Daer
ah
2.2 Koordina | Jumlah 1,00 | 215.11 | O, 0,00 0 0,00 | 1, | 197.47 119747 | 10 | 91 | 1,0 | 197.47 | 1,0 Bad
.01 si Dokumen Dok 9.000, | 00 ,0 00 | 7.000, ,00 | 7.000, | O, | ,8 0 | 7.000, 0,0 |an
12 Perencan | Hasil ume 00 0 00 00| 00| O 00 5 Pen
aan Koordina n gelol
Anggara | si aan
n Perencan Keu
Pembiay | aan anga
aan Anggara n
n Dan
Pembiay Aset
aan Daer
ah
2.2 Pembina | Jumlah 5 358.18 | 30 | 40.380 2| 160.00 | 0, | 119.00 51 319.38 | 10 | 89 | 52, | 319.38 | 52, Bad
.01 an Orang 2,00 0.000, | ,0 | .000,0 | 2, 0.000, | 00 | 0.000, 2,0 | 0000, | O, | ,1 00 | 0.000, | 00 [ ,0 | an
.13 Perencan | yang Ora 00| O 0| 00 00 00 0 00 | 00| 7 00 9 Pen
aan Mengikuti ng gelol
Paraf Koordinasi
Kepala BPKAD
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Pengang
garan
Daerah
Pemerint
ah
Kabupate
n/Kota

Pembina
an
Pengang
garan
Daerah
Pemerint
ah
Kabupate
n/Kota

 KepalaBPKAD | |
 Kepala Bapelitbangda | |
| KabagHukum | |




. Koordina | Jumlah
.02 si dan Dokumen Dok 5.000, | 00 ,0 00 | 000,00 ,00 | 000,00 | 00 | 48 0 | 000,00 0|.,0 |an
1 Pengelol | Hasil ume 00 0 0 Pen
aan Kas Koordina n gelol
Daerah sidan aan
Pengelol Keu
aan Kas anga
Daerah n
Dan
Aset
Daer
ah
2.2 Koordina | Jumlah 1,00 | 48.200 | O, 0,00 4.810. | 0, | 14.295 0| 19.105| 0, | 39 | 0,0 | 19.105 | 0,0 Bad
.02 si, Dokumen Dok .000,0 | 00 ,0 | 000,00 | 00O | .000,0 ,00 | .000,0 | 00 | ,6 0 | .000,0 0|,0 |an
5 Fasilitasi, | Hasil ume 0 0 0 0 4 0 1 Pen
Asistensi, | Koordina n gelol
Sinkronis | si, aan
asi, Fasilitasi, Keu
Supervisi | Asistensi, anga
, Sinkronis n
Monitorin | asi, Dan
g dan Supervisi Aset
Evaluasi , Daer
Pengelol | Monitorin ah
aan g, dan
Dana Evaluasi
Perimban | Pengelol
gan dan aan
Paraf Koordinasi
Kepala BPKAD
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Kepala Bapelitbangda

Kabag Hukum

Dana Dana
Transfer Perimban
Lainnya gan dan
Dana
Transfer
Lainnya
2.2 Koordina | Jumlah 1,00 53 | O, 3. 0,00 | O, 3. 0 7. 0, 1] 0,0 7. | 0,0 Bad Lap
.02 sidan Laporan Lap | .961.0 00 | 900.00 | ,0 00 | 900.00 ,00 | 800.00 | 00 | 4, 0 | 800.00 0,0 an oran
7 Penyusu Realiasi oran | 00,00 0,00 0 0,00 0,00 45 0,00 0 Pen baru
nan Penerima gelol | aka
Laporan an dan aan n
Realisasi | Pengelua Keu | sele
Penerima | ran Kas anga | sai
an dan Daerah, n di
Pengelua | Laporan Dan | Triw
ran Kas Aliran Aset | ulan
Daerah, Kas, dan Daer | IV
Laporan Pelaksan ah
Aliran aan
Kas, dan | Pemungu
Pelaksan | tan
aan /
Pemungu | Pemoton
tan/Pemo | gan dan
tongan Penyetor
dan an
Penyetor | Perhitung
an an Fihak
Perhitung | Ketiga
an Fihak | (PFK)
Ketiga dan
(PFK) Laporan
Paraf Koordinasi
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Hasil
Koordina
si Dalam
Rangka
Penyusu
nan
Laporan
Realisasi
Penerima
an da

Jumlah
Laporan
Realisasi
Penerima
an dan
Pengelua
ran Kas
Daerah,
Laporan
Aliran
Kas, dan
Pelaksan
aan
Pemungu
tan/Pemo
tongan
dan
Penyetor
an
Perhitung
an Fihak
Ketiga

0,00
Lap
oran

0,
00

Co

0,
00
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(PFK)

dan
Laporan
Hasil
Koordina
si dalam
rangka
Penyusu
nan
Laporan
Realisasi
Penerima
an dan P
2.2 Rekonsili | Jumlah 1,00 | 75.000 | O, 0,00 0,00 | O, 0,00 000| O0,| 0, | 00 0,00 Bad | Verif
.02 asi Data Dokumen Dok .000,0 | 00 , 00 00 | 00 0 ,0 an ikasi
9 Penerima | Hasil ume 0 Pen dan
an dan Rekonsili n gelol | pen
Pengelua | asi Data aan erbit
ran Kas Penerima Keu an
serta an dan anga | SP2
Pemungu | Pengelua n D
tan dan ran Kas Dan | tela
Pemoton | serta Aset | h
gan Atas | Pemungu Daer | dike
SP2D tan dan ah rjak
dengan Pemoton an
Instansi gan atas sesu
Terkait SP2D ai
dengan den
Instansi gan
Terkait SP
M

Paraf Koordinasi
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2.2

A1

Pembina
an
Penataus
ahaan
Keuanga
n
Pemerint

Jumlah
Orang
yang
Mengikuti
Pembina
an
Penataus

10,0

Ora
ng

111.54
0.000,
00

00

3.380.
000,00

©o

0,00

11

00

40.525
.000,0
0

43.905 | 10 | 39 | 11 | 43.905
.0000 | 0, | ,3 | 0,0 | .000,0
0|00 | 6 0 0

o

Bad
an
Pen
gelol
aan
Keu
anga

diter
bitka

dari
SKP

untu
outp
dok

ume

nny

baru
aka

sele
sai

Triw
ulan
\%
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ah ahaan

Kabupate | Keuanga

n/Kota n
Pemerint
ah
Kabupate
n/Kota

 KepalaBPKAD | |
 Kepala Bapelitbangda | |
| KabagHukum | |




. Koordina | Jumlah
.03 si Laporan Lap .000,0 | 00 ,0 000,00 | 00 | .000,0 ,00 | .0000| 0| ,4 0 | .000,0 0,0 |an
1 Pelaksan | Hasil oran 0 0 0 0 0| 7 0 1 Pen
aan Koordina gelol
Akuntans | si aan
i Pelaksan Keu
Penerima | aan anga
an dan Akuntans n
Pengelua | i Dan
ran Kas Penerima Aset
Daerah an dan Daer
Pengelua ah
ran Kas
Daerah
2.2 Rekonsili | Jumlah 4,00 | 43.200 | O, 0,00 6.016. | 2, 6.930. 3| 12946 | 75 | 29 | 3,0 | 12.946 | 3,0 Bad
.03 asi dan Dokumen Dok .000,0 | 00 ,0 000,00 | 00 | 000,00 ,00 | .0000| ,0| ,9 0 | .000,0 0,0 |an
2 Verifikasi | Hasil ume 0 0 0 0| 7 0 0 Pen
Aset, Rekonsili n gelol
Kewajiba | asi dan aan
n, Verifikasi Keu
Ekuitas, Aset, anga
Pendapat | Kewajiba n
an, n, Dan
Belanja, Ekuitas, Aset
Pembiay | Pendapat Daer
aan, an, ah
Pendapat | Belanja,
an-LO Pembiay
dan aan,
Beban Pendapat
an-LO,
Paraf Koordinasi
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dan
Beban
2.2 Koordina | Jumlah 4,00 11 | O, 21 0,00 | O, 55 2 77 | 50 6] 20 77 | 2,0 Bad
.03 Si Laporan Lap | 9.175. 00 | .907.5 | ,0 00 | .1135 ,00 | .021.0 0| 4, 0 | .021.0 0,0 |an
3 Penyusu Pertangg oran | 000,00 00,00 0 00,00 00,00 0| 63 00,00 2 Pen
nan ungjawab gelol
Laporan an APBD aan
Pertangg | Bulanan, Keu
ungjawab | Triwulan anga
an an dan n
Pelaksan | semester Dan
aan an Aset
APBD Jumlah 0,00 0, 0, 0 0, 0,0 0,0 Daer
Bulanan, | Laporan Lap 00 ,0 00 ,00 00 0 0 ah
Triwulan Pertangg oran 0
an dan ungjawab
Semester | an
an Pelaksan
aan
APBD
Bulanan,
Triwulan
an dan
Semester
an
2.2 Konsolid | Jumlah 2,00 | 131.95 | 0, | 21.316 76.760 | 0, | 20.877 1] 11895 | 50 | 90 | 1,0 | 11895 | 1,0 Bad
.03 asi Laporan Lap 5.000, | OO | .870,0 | ,0 .064,0 | 00 | .500,0 00| 4434, 0| ,1 0 | 4.434, 0,0 an
4 Laporan Keuanga oran 00 (V0] 0 0 00 0| 5 00 3 Pen
Keuanga | n SKPD, gelol

Paraf Koordinasi
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Kepala Bapelitbangda

Kabag Hukum

n SKPD, BLUD aan
BLUD dan Keu
dan Laporan anga
Laporan Keuanga n
Keuanga | n Dan
n Pemerint Aset
Pemerint | ah Daer
ah Daerah ah
Daerah yang
Terkonso
lidasi
2.2 Koordina | Jumlah 2,00 | 141.29 | O, 1.074. 48.555 | 1, 5.632. 2155261 |10 | 39 | 2,0 | 55.261 | 2,0 Bad
.03 si dan Rancang Dok 0.000, | 00 | 000,00 | ,0 .000,0 | 00 | 000,00 ,00 | .0000| O, ]| ,1 0 | .000,0 0,0 | an
5 Penyusu | an ume 00 0 0 0oj00| 1 0 1 Pen
nan Peratura n gelol
Rancang | n Daerah aan
an tentang Keu
Peratura Pertangg anga
n Daerah | ungjawab n
tentang an Dan
Pertangg | Pelaksan Aset
ungjawab | aan Daer
an APBD ah
Pelaksan | Kabupate
aan n/Kota
APBD dan
Kabupate | Rancang
n/Kota an
dan Peratura
Rancang | n Kepala
an Daerah
Peratura | tentang
Paraf Koordinasi
Kepala BPKAD

42



n Kepala | Penjabar
Daerah an
tentang Pertangg
Penjabar | ungjawab
an an
Pelaksan
aan
APBD
Kabupate
n/Kota
2.2 Penyusu | Jumlah 1,00 | 174.34 | O, 0,00 0,00 | 1, | 92.480 1| 92480 | 10 | 53 | 1,0 | 92.480 | 1,0 Bad
.03 nan Kebijaka Dok 5.000, | 00 ,0 00 | .500,0 ,00 | 5000 O, | ,0 0 | .500,0 0|,0 | an
9 Kebijaka | ndan ume 00 0 0 0O|(00 | 4 0 2 Pen
n dan Panduan n gelol
Panduan | Teknis aan
Teknis Operasio Keu
Operasio | nal anga
nal Penyelen n
Penyelen | ggaraan Dan
ggaraan Akuntans Aset
Akuntans | i Daer
i Pemerint ah
Pemerint | ah
ah Daerah
Daerah
2.2 Penyusu | Jumlah 3,00 | 263.00 | O, 0,00 0,00 | 3, | 120.27 3| 120.27 | 10 | 45 | 3,0 | 120.27 | 3,0 Bad
.03 nan Sistem Dok 0.000, | 00 ,0 00 | 1.000, ,00 | 1.000, | O, | ,7 0 | 1.000, 0|,0 | an
.10 Sistem dan ume 00 0 00 00| 00| 3 00 3 Pen
dan Prosedur n gelol
Prosedur | Akuntans aan
Akuntans | idan Keu
Paraf Koordinasi
Kepala BPKAD
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i dan Pelapora anga
Pelapora | n n
n Keuanga Dan
Keuanga | n Aset
n Pemerint Daer
Pemerint | ah ah
ah Daerah
Daerah
2.2 Pembina | Jumlah 1 214.81 | 58 | 6.640. 7| 30.156 | 15 | 58.640 14 | 95.436 | 10 | 44 | 14 | 95.436 | 14 0| Bad
.03 an Orang 47,0 5.000, | ,0 | 000,00 | 4, .500,0 | ,0 | .000,0 70| 5000| O | 4 |70]| 5000 (70,0 |an
A1 Akuntans | yang 0 00| O 00 0| O 0 0 0|00| 3 0 0 0|3 Pen
i, mengikuti oran gelol
Pelapora | Pembina g aan
n dan an Keu
Pertangg | Akuntans anga
ungjawab | i, n
an Pelapora Dan
Pemerint | ndan Aset
ah Pertangg Daer
Kabupate | ungjawab ah
n/Kota an
Pemerint
ah
Kabupate
n/Kota
2.2 Pembina | Jumlah 53,0 | 41.400 | O, 0,00 0 0,00 | O, | 11.612 0| 11612 | 0, | 28 | 0,0 | 11.612 | 0,0 | O, | Bad
.03 an BLUD 0 .000,0 | 00 ,0 00 | .250,0 ,00 | .250,0 | 00 | ,0 0| .250,0 0| 00 | an
12 Pengelol | Kabupate Lem 0 0 0 0 5 0 Pen
aan n/Kota bag gelol
Keuanga | yang a aan
n BLUD Dibina Keu
anga
Paraf Koordinasi
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Kabupate
n/Kota

. Pengelol | Jumlah 105.61
.04 aan Laporan Lap 7.856. | 00 | 992.25 | ,0 00 | 5.716, ,00 | 177.96 | 00 | 52 0 | 177.96 0| 72| an
9 Dana Hasil oran | 710,00 3,00 | 0 00 9,00 9,00 Pen
Darurat Pengelol gelol
dan aan aan
Mendesa | Dana Keu
k Darurat anga
dan n
Mendesa Dan
k Aset
Daer

Paraf Koordinasi
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Penyusu
nan
Standar
Harga

Jumlah
Standar
Harga
yang
Disusun

Paraf Koordinasi
| KepalaBPKAD | |
 Kepala Bapelitbangda | |
| KabagHukum | |




. Penataus | Jumlah

.01 ahaan Laporan Lap .000,0 | 00 | 000,00 | ,0 | 500,00 | 00 | 000,00 ,00 | .500,0 | 00 | ,1 0 | .500,0 0| 01| an
5 Barang Penataus oran 0 0 0 6 0 Pen
Milik ahaan gelol

Daerah Barang aan

Milik Keu
Daerah anga

n

Dan
Aset
Daer

ah

3.2 Inventari | Jumlah 1,00 | 112.90 | O, 0,00 5.310. | 0, | 13.330 0| 18640 | O, | 16 | 0,0 | 18.640 | 0,0 | O, | Bad
.01 sasi Laporan Lap 0.000, | 00 ,0 | 500,00 | 00 | .000,0 ,00 | .500,0 | 00 | ,5 0 | .500,0 0| 01| an
.6 Barang Hasil oran 00 0 0 0 1 0 Pen
Milik Inventari gelol

Daerah sasi (LHI) aan

Barang Keu
Milik anga

Daerah n

Dan
Aset
Daer

ah

3.2 Pengama | Jumlah 1,00 | 904.65 | O, 0,00 0,00 | O, | 28.107 0| 28107 | O, | 3, | 0,0 | 28.107 | 0,0 | O, | Bad
.01 nan Laporan Lap 0.000, | 00 ,0 00 | .000,0 ,00 | .000,0 | 00 | 11 0 | .000,0 0| 02| an
7 Barang Hasil oran 00 0 0 0 0 Pen
Milik Pengama gelol

Daerah nan aan

Barang Keu
anga

Paraf Koordinasi
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Milik n
Daerah Dan
Aset
Daer
ah
3.2 Optimalis | Jumlah 5,00 | 389.15 | O, 0,00 0,00 | 4, | 103.96 4| 103.96 | 80 | 26 | 40 | 103.96 | 40 | O, | Bad
.01 asi Dokumen Dok 0.000, | 00 ,0 00 | 5.500, ,00 | 5.500, | ,0]| ,7 0 | 5.500, 0| 06 | an
.10 Penggun | Hasil ume 00 0 00 00 0| 2 00 Pen
aan, Optimalis n gelol
Pemanfa | asi aan
atan, Penggun Keu
Peminda | aan, anga
htangana | Pemanfa n
n, atan, Dan
Pemusna | Peminda Aset
han, dan | htangana Daer
Penghap | n, ah
usan Pemusna
Barang han, dan
Milik Penghap
Daerah usan
Barang
Milik
Daerah
3.2 Pembina | Jumlah 9 137.65 | O, 0,00 0,00 | 90 | 14.850 9| 14.850 | 10 | 10 | 90, | 14.850 | 90, | O, | Bad
.01 an Orang 0,00 0.000, | 00 ,0 ,0 | .000,0 0,0 | .0000 | O, | ,7 00 | .000,0 | 00| O1 | an
.13 Pengelol | yang Ora 00 0 0 0 0 0O[00| 9 0 Pen
aan Mengikuti ng gelol
Barang Pembina aan
Milik an Keu
Daerah Pengelol anga
Paraf Koordinasi
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Pemerint
ah

Kabupate
n/Kota

aan
Barang
Milik
Daerah
Pemerint
ah
Kabupate
n/Kota

Dan
Aset
Daer
ah

Sumber Data : Aplikasi e-Monev
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Permasalahan yang timbul dan cara mengatasi penyebabnya :

Permasalahan

» Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Dan Mekanisme Tata
Kelola Keuangan, Penganggaran Pertanggungjawaban Dan
Pelaporan Keuangan Serta Pengelolaan Aset Daerah Belum
Dipahami Secara Menyeluruh Oleh SKPD;

» Masih Kurang Maksimalnya Pelaksanaan Koordinasi Dalam
Proses Penyusunan Anggaran, Penyusunan Pelaporan
Keuangan Serta Penyelesaian Permasalahan Dalam
Pengelolaan Aset Daerah,;

» Diterbitkannya  Peratuan  Perundangan-Undangan  Atau
Ketentuan Peraturan lainnya pada tahun berjalan dan tidak
disertai Petunjuk Pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan
dalam pemahaman dan implementasi;

» Kapasitas SDM Pengelola Keuangan dan Aset di OPD yang
belum maksimal;

> Keterlambatan dan kesalahan dalam penyampaian data dari
OPD kepada Bidang Aset dan Akuntansi.

Rencana Tindak Lanjut

» Menindaklanjuti rekomendasi BPK dan menyelesaikan temuan
pemeriksaan BPK Berkoordinasi dengan inspektorat mengenai
penyelesian Temuan BPK;

» Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan;

» Penyesuaian Kebijakan Akuntansi dan SAPD;

» Melakukan Rekonsiliasi secara berkala atas akun-akun pada
Laporan Keuangan,;

» Peningkatan kualitas SDM secara terencana, terarah, dan
berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan
dan profesionalisme Pengelola Keuangan di SKPD;

» Pendampingan  penyusunan laporan  keuangan dan
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>

penatausahaan persediaan OPD;

Konsinyering Laporan Keuangan;

Permasalahan

>

A\

Tahapan penyusunan Perencanaan dan Penganggaran sesuai
Jadwal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Penyusunan RKPD Tepat Waktu;

Penetapan KUA-PPAS Tepat Waktu;

Koordinasi yang efektif dengan Instansi terkait dan DPRD Kota
Bekasi terkait Penyusunan dan Penetapan APBD TA 2025;
Menyediakan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam
mendukung proses penyusunan APBD;

Menyiapkan instrumen penganggaran dan PeraturanPeraturan
pendukung proses penganggaran;

Koordinasi dengan semua Perangkat Daerah Se Kota Bekasi
dalam Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
membentuk Tim Verifikasi DPA APBD dan DPA Perubahan
APBD.

Rencana Tindak Lanjut

>

>

Mematuhi tahapan penyusunan APBD sesuai Peraturan dan
Perundang-undangan yang berlaku mulai dari Proses
Penyusunan RKPD, Penyusunan KUA dan PPAS, Rancangan
APBD sampai dengan Kesepakatan APBD 2025 dengan DPRD
Kota Bekasi;

Berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD), Perangkat Daerah terkait (Bappelitbangda) dan DPRD

Kota Bekasi:

Permasalahan

Penyerapan anggaran kegiatan tidak maksimal dikarenakan adanya

belanja perjalanan dinas koordinasi dan belanja makan dan minum

rapat yang tidak dapat diserap.

51



Rencana Tindak Lanjut

» Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Keuangan,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat terkait Dana Perimbangan dan Dana Transfer;

» Penyusunan Laporan Realisasi Dana Perimbangan dan Dana
Transfer;

» Pelaporan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya ke
Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Permasalahan

Pelaksanaan pembayaran premi asuransi bangunan milik daerah
mengalami kendala yaitu dalam pelaksanaan penilaian BMD
gedung/bangunan sebagai dasar penentuan premi asuransinya yang
mengharuskan melibatkan banyak pihak dan waktu yang cukup
sehingga tidak dapat dilaksanakan.

Rencana Tindak Lanjut

» Melanjutkan proses pendaftaran sertifikat bidang tanah milik
Pemerintah Kota Bekasi dan melakukan koordinasi secara
intensif dengan pihak BPN Kota Bekasi atas pendaftaran
sertifikat tanah tahun-tahun sebelumnya yang belum diterbitkan
oleh BPN;

» Melanjutkan pelaksanaan pemasangan plang aset tanah milik
Pemerintah Kota Bekasi;

» Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan
pelaksanaan pendaftaran asuransi atas gedung aset milik

Pemerintah Kota Bekasi.
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2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD sampai dengan Triwulan |
Analisis pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi yang diukur dari pencapaian
Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Triwulan Il Tahun 2025
yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun Anggaran

2025 dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :
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Tabel 2.2
Capaian Kinerja BPKAD Kota Bekasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan Il

Realisasi s/d

: Target Tingkat
No Sasaran Indikator Sasaran Tahun 2025 TW. Il Tahun Capaian Keterangan
2025
1. | Meningkatnya Akuntabilitas Nilai Kinerja Pengelolaan WTP WTP 100 % Opini BPK terhadap

Kinerja Organisasi

Keuangan dan Aset
Daerah

tersedia

LKPD Kota Bekasi
s/d Triwulan | belum

Penjelasan :

Indikator Kinerja Sasaran tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama BPKAD, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024;
2. Nilai AKIP BPKAD berdasarkan penilaian dari Kementerian PAN RB atas SAKIP Kota Bekasi Tahun 2025.

Paraf Koordinasi

Kepala BPKAD

Kepala Bapelitbangda

Kabag Hukum
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Tabel T - C. 30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Bekasi
INDIKATOR SPM/ IKK Target Renstra BPKAD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Standar Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Tahun Analisis
Nasional 2023 2024 2025 2023 2024 2023 2024
Opini BPK WTP WTP WTP WDP WTP 75% 100%
terhadap
Laporan
Keuangan
Persentase N/A N/A 34.99 N/A N/A N/A N/A
belanja
pegawai di
luar
tunjangan
guru yang
dialokasikan
melalui TKD
Persentase N/A N/A 84 N/A N/A N/A N/A
realisasi
anggaran
Paraf Koordinasi
Kepala BPKAD
Kepala Bapelitbangda
Kabag Hukum




NO

INDIKATOR

SPM/
Standar
Nasional

IKK

Target Renstra BPKAD

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun
2023

Tahun
2024

Tahun
2025

Tahun
2023

Tahun
2024

Tahun
2023

Tahun
2024

Catatan
Analisis

belanja
urusan wajib
pelayanan
dasar

Persentase
penambahan
nilai aset

tetap

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Persentase
alokasi
belanja

infrastruktur
pelayanan
publik

N/A

N/A

22.57

N/A

N/A

N/A

N/A

Persentase
penurunan
SILPA

N/A

N/A

-15%

N/A

N/A

N/A

N/A

Paraf Koordinasi
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Kepala Bapelitbangda
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2.3.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD Kota

Bekasi

BPKAD Kota Bekasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan
untuk mencapai target pada Indikator Kinerja didasarkan atas tugas dan
kewenangannya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan Daerah
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan
Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Bekasi.

BPKAD Kota Bekasi mendukung visi Kepala Daerah yaitu “ Kota
Bekasi Nyama dan Sejahterah” sedangkan untuk misi, BPKAD Kota Bekasi
termasuk ke dalam misi kelima vyaitu “Mengembangkan Kolaborasi
Strategis Dan Dukungan Penguatan Manajemen Pemerintah Kota Yang
Mendorong Kota Bekasi Sebagai Kota Bertaraf Internasional Yang Keren”.

Isu Strategis Merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi
tantangan maupun menjadi peluang BPKAD dimasa mendatang. Dari hasil
identifikasi permasalahan yang ditemui, BPKAD sampai dengan triwulan 11
tahun 2025, dapat dirumuskan isu-isu penting dalam peyelenggaraan
tugas dan fungsi BPKAD sebagai berikut ;

1. Belum optimalnya peningkatan kompetensi aparatur BPKAD;

2. Belum optimalnya pemanfaatan informasi teknologi dalam menunjang
proses pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien;
Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur;
Belum optimalnya realisasi fisik dan keuangan jika dibandingkan
dengan target yang telah ditetapkan dalam DPA tahun 2025;

5. Belum optimalnya proses koordinasi dengan instansi terkait seperti
kantor pertanahan dan Kejaksaan Negeri Bekasi;

6. Masih kurangnya kompetensi pengurus barang dalam proses

penatausahaan Barang Milik Daerah.

Paraf Koordinasi

Kepala BPKAD

Kepala Bapelitbangda

Kabag Hukum
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2.4.

Sehubungan dengaan isu-isu tersebut maka untuk meminimalisir

permasalahan perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Sesuai Tugas
Pokok Aparatur;

2. Pengembangan dan Peningkatan Pemanfaatan Informasi Teknologi di
Lingkungan BPKAD;
Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Standar;
Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala Untuk Meningkatkan
Realisasi Fisik dan Keuangan;

5. Melakukan Perjanjian Kerjasama Dengan Instansi Vertikal Sesuai

Kebutuhan dan Peraturan Perundangan.

Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja (Renja) BPKAD Tahun 2025 merupakan
kegiatan dan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari
pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah
kebijakan RPJPD Kota Bekasi tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan
dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Bekasi Tahun 2024-
2026. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Kota Bekasi Tahun
2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 86 tahun 2017.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, BPKAD Kota Bekasi
dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada,
memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, dan Mewujudkan
Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel. Di sisi lain,
dalam era globalisasi, Kota Bekasi dituntut untuk siap dan sanggup
membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

Reviu terhadap rancangan awal Perubahan RKPD Kota Bekasi
Tahun 2025, yaitu membandingkan antara rancangan perubahan RKPD

dengan hasil analisis kebutuhan untuk memastikan kebutuhan program,

Paraf Koordinasi

Kepala BPKAD

Kepala Bapelitbangda

Kabag Hukum
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kegiatan dan sub kegiatan BPKAD sudah terakomodir dalam rancangan
perubahan RKPD tahun 2025.

Dari hasil reviu terhadap rangcangan perubahan RKPD tahun 2025
dapat diketahui bahwa seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang
diperlukan oleh BPKAD telah terangkum dalam perubahan RKPD 2025

sebagaimana diuraikan pada tabel 2.4.1. berikut ini :

Paraf Koordinasi

Kepala BPKAD

Kepala Bapelitbangda

Kabag Hukum
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Tabel 2.4.1.

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dari tabel terlampir dapat kita simpulkan bahwa anggaran yang digunakan oleh BPKAD sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

URUSAN/ SKPD/ KINERJA PAGU PROGRAM/ CATATAN
NO PROGRAM / LOKASI KEGIATAN/ SUB LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET KEBUTURAN PENTING
KEGIATAN INDIKATOR TARGET INDIKATIF KEGIATAN CAPAIAN DANA
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEUANGAN KEUANGAN
PROGRAM 127.026.449.560 | PROGRAM 123.233.659.660
PENUNJANG PENUNJANG
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Optimalisasi 100% 58.700.000 | Perencanaan, Optimalisasi 100% 58.700.000
Penganggaran, dan Pengembangan Penganggaran, dan Pengembangan Sistem
Evaluasi Kinerja Sistem Pelaporan Evaluasi Kinerja Pelaporan Capaian
Perangkat Daerah Capaian Kinerja dan Perangkat Daerah Kinerja dan Keuangan
Keuangan
Penyusunan Kota Jumlah Dokumen 2 Dokumen 46.510.000 | Penyusunan Kota Jumlah Dokumen 3 Dokumen 46.510.000
Dokumen Bekasi Perencanaan Dokumen Bekasi Perencanaan Perangkat
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Daerah
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Paraf Koordinasi
Kepala BPKAD

Kepala Bapelitbangda

Kabag Hukum
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Koordinasi dan Kota Jumlah Laporan 4 Laporan 12.190.000 | Koordinasi dan Kota Jumlah Laporan Capaian 4 Laporan 12.190.000
Penyusunan Bekasi Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan Bekasi Kinerja dan Ikhtisar
Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja dan lIkhtisar Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi dan Laporan Hasil
Realisasi Kinerja Laporan Hasil Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan
SKPD Koordinasi Laporan Capaian Kinerja

Penyusunan Laporan dan Ikhtisar Realisasi

Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD
Administrasi 100% 120.099.545.000 | Administrasi 100% 117.948.839.000
Keuangan Keuangan Perangkat
Perangkat Daerah Daerah
Penyediaan Gaji dan Kota Jumlah Orang yang 3.010 120.079.545.000 | Penyediaan Gaji dan Kota Jumlah Orang yang 3.381 117.928.839.000
Tunjangan ASN Bekasi Menerima Gaji dan Orang/ Tunjangan ASN Bekasi Menerima Gaji dan Orang/Bulan

Tunjangan ASN Bulan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Kota Jumlah Laporan 1 Laporan 20,000,000 | Koordinasi dan Kota Jumlah Laporan 1 Laporan 20,000,000
Penyusunan Bekasi Keuangan Akhir Penyusunan Laporan Bekasi Keuangan Akhir Tahun
Laporan Keuangan Tahun SKPD dan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil
Akhir Tahun SKPD Laporan Hasil Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan

Koordinasi Laporan Keuangan Akhir

Penyusunan Laporan Tahun SKPD

Keuangan Akhir

Tahun SKPD
Pengadaan Barang 28.646.800 | Pengadaan Barang 83.356.800
Milik Daerah Milik Daerah
Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
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Pengadaan Kota Jumlah Unit 5 Unit 28.646.800 | Pengadaan Peralatan Kota Jumlah Unit Peralatan 11 Unit 83.356.800
Peralatan dan mesin Bekasi Peralatan dan Mesin dan mesin lainnya Bekasi dan Mesin Lainnya yang
lainnya Lainnya yang Disediakan

Disediakan
Administrasi Optimalisasi Administrasi Optimalisasi
Kepegawaian Peningkatan 50.000.000 | Kepegawaian Peningkatan Kapasitas 50.000.000
Perangkat Daerah Kapasitas Sumber Perangkat Daerah Sumber Daya Aparatur

Daya Aparatur
Pendidikan dan Kota Jumlah Pegawai 10 Orang Pendidikan dan Kota Jumlah Pegawai 10 Orang 50.000.000
Pelatihan Pegawai Bekasi Berdasarkan Tugas 50.000.000 Pelatihan Pegawai Bekasi Berdasarkan Tugas dan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Berdasarkan Tugas Fungsi yang Mengikuti
dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Fungsi Pendidikan dan

dan Pelatihan Pelatihan
Administrasi Umum Optimalisasi 2.189.534.500 | Administrasi Umum Optimalisasi 2.189.534.500
Perangkat Daerah Peningkatan sarana Perangkat Daerah Peningkatan sarana

dan prasarana dan prasarana aparatur

aparatur
Penyediaan Bahan Kota Jumlah Paket Bahan 8 Paket Penyediaan Bahan Kota Jumlah Paket Bahan 8 Paket 1.245.815.500
Logistik Kantor Bekasi Logistik Kantor yang 1.245.815.500 Logistik Kantor Bekasi Logistik Kantor yang

Disediakan Disediakan
Penyediaan Barang Kota Jumlah Paket Barang 2 Paket Penyediaan Barang Kota Jumlah Paket Barang 2 Paket 200.000.000
Cetakan dan Bekasi | Cetakan dan 200.000.000 Cetakan dan Bekasi | Cetakan dan
Penggandaan Penggandaan yang Penggandaan Penggandaan yang

Disediakan Disediakan
Penyediaan Bahan Kota Jumlah Dokumen 10 50,000,000 | Penyediaan Bahan Kota Jumlah Dokumen Bahan | 10 Dokumen 50,000,000
Bacaan dan Bekasi Bahan Bacaan dan Dokumen Bacaan dan Peraturan Bekasi Bacaan dan Peraturan
Peraturan Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan

yang Disediakan

Paraf Koordinasi
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Perundang-

Perundang-Undangan

undangan yang Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Kota Jumlah Laporan 35 Laporan Fasilitasi Kunjungan Kota Jumlah Laporan 12 Laporan
Tamu Bekasi Fasilitasi Kunjungan 50,000,000 | Tamu Bekasi | Fasilitasi Kunjungan 50,000,000

Tamu Tamu
Penyelenggaraan Kota Jumlah Laporan 12 Laporan Penyelenggaraan Kota Jumlah Laporan 12 Laporan
Rapat Koordinasi Bekasi Penyelenggaraan 310.099.000 | Rapat Koordinasi dan Bekasi Penyelenggaraan Rapat 310.099.000
dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan
SKPD Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
Penatausahaan Kota Jumlah Dokumen 1200 Penatausahaan Arsip Kota Jumlah Dokumen 1200
Arsip Dinamis pada Bekasi Penatausahaan Arsip Dokumen 333.620.000 | Dinamis pada SKPD Bekasi Penatausahaan Arsip Dokumen 333.620.000
SKPD Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD
Penyediaan Jasa Optimalisasi Penyediaan Jasa Optimalisasi Pelayanan
Penunjang Urusan Pelayanan 3.647.235.760 | Penunjang Urusan Administrasi 1.900.441.860
Pemerintahan Administrasi Pemerintahan Perkantoran
Daerah Perkantoran Daerah
Penyediaan Jasa Kota Jumlah Laporan 12 Laporan Penyediaan Jasa Kota Jumlah Laporan 12 Laporan
Pelayanan Umum Bekasi Penyediaan Jasa 3.647.235.760 | Pelayanan Umum Bekasi Penyediaan Jasa 1.900.441.860
Kantor Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum

Kantor yang Kantor yang Disediakan

Disediakan
Pemeliharaan Kota Optimalisasi Pemeliharaan Kota Optimalisasi Pelayanan
Barang Milik Bekasi Pelayanan 952.787.500 | Barang Milik Daerah Bekasi Administrasi 1.002.787.500
Daerah Penunjang Administrasi Penunjang Urusan Perkantoran
Urusan Perkantoran Pemerintahan

Daerah
Paraf Koordinasi
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Pemerintahan

Daerah

Penyediaan Jasa Kota Jumlah Kendaraan 20 Unit Penyediaan Jasa Kota Jumlah Kendaraan 20 Unit
Pemeliharaan, Biaya Bekasi Perorangan Dinas/ 500,000,000 | Pemeliharaan, Biaya Bekasi Perorangan Dinas/ 550,000,000
Pemeliharaan dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan dan Kendaraan Dinas
Pajak Kendaraan Jabatan yang di Pajak Kendaraan Jabatan yang di pelihara
Perorangan Dinas pelihara dan Perorangan Dinas dan dibayarkan pajaknya
atau Kendaraan dibayarkan pajaknya atau Kendaraan Dinas
Dinas Jabatan Jabatan
Penyediaan Jasa Kota Jumlah kendaraan 71 Unit Penyediaan Jasa Kota Jumlah kendaraan Dinas 71 Unit
Pemeliharaan, Biaya Bekasi Dinas Operasional/ 250,000,000 | Pemeliharaan, Biaya Bekasi Operasional/ Lapangan 250,000,000
Pemeliharaan, Pajak, Lapangan yang Pemeliharaan, Pajak, yang dipelihara dan
dan Perizinan dipelihara dan dan Perizinan dibayarkan pajak dan
Kendaraan Dinas dibayarkan pajak dan Kendaraan Dinas perizinannya
Operasional atau perizinannya Operasional atau
Lapangan Lapangan
Pemeliharaan Kota Jumlah peralatan dan 60 Unit Pemeliharaan Kota Jumlah peralatan dan 60 Unit
Peralata Dan Mesin Bekasi mesin lainnya yang 202.787.500 | Peralata Dan Mesin Bekasi mesin lainnya yang 202.787.500
Lainnya dipelihara Lainnya dipelihara
Paraf Koordinasi
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PROGRAM PROGRAM 3.895.438.000
PENGELOLAAN 128.718.974.535 | PENGELOLAAN
KEUANGAN KEUANGAN
DAERAH DAERAH
Koordinasi dan Kota Ketepatan Waktu Koordinasi dan Kota Ketepatan Waktu
Penyusunan Bekasi | Penetapan APBD 1.683.598.000 | Penyusunan Bekasi | Penetapan APBD 1.786.695.000
Rencana Anggaran Rencana Anggaran
Daerah Daerah
Koordinasi dan Kota Jumlah Dokumen 2 Dokumen 111.226.000 | Koordinasi dan Kota Jumlah Dokumen KUA 2 Dokumen 111.226.000
Penyusunan KUA Bekasi KUA dan PPAS yang Penyusunan KUA dan Bekasi dan PPAS yang Disusun
dan PPAS Disusun PPAS
Koordinasi dan Kota Jumlah Dokumen 2 Dokumen Koordinasi dan Kota Jumlah Dokumen 2 Dokumen
Penyusunan Bekasi Perubahan KUA dan 111.226.000 | Penyusunan Bekasi Perubahan KUA dan 111.226.000
Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang
Perubahan PPAS yang Disusun Perubahan PPAS Disusun
Koordinasi, Kota Koordinasi, Kota Jumlah RKA-SKPD yang 1 Dokumen
Penyusunan dan Bekasi | Jumlah RKA-SKPD 1 Dokumen 56.970.000 | Penyusunan dan Bekasi Diverifikasi 56.970.000
Verifikasi RKA-SKPD yang Diverifikasi Verifikasi RKA-SKPD
Koordinasi, Kota Jumlah RKA 1 Dokumen Koordinasi, Kota Jumlah RKA perubahan 1 Dokumen
Penyusunan dan Bekasi perubahan yang 56.970.000 | Penyusunan dan Bekasi yang diverifikasi 56.970.000
Verifikasi Perubahan diverifikasi Verifikasi Perubahan
RKA-SKPD RKA-SKPD
Koordinasi, Kota Jumlah DPA-SKPD 1 Dokumen Koordinasi, Kota Jumlah DPA-SKPD yang 1 Dokumen
Penyusunan dan Bekasi yang Diverifikasi 44.750.000 | Penyusunan dan Bekasi | Diverifikasi 44.750.000
Verifikasi DPA-SKPD Verifikasi DPA-SKPD
Koordinasi, Kota Jumlah Perubahan 1 Dokumen Koordinasi, Kota Jumlah Perubahan DPA- | 1 Dokumen
Penyusunan dan Bekasi DPA-SKPD yang 62.900.000 | Penyusunan dan Bekasi SKPD yang Diverifikasi 62.900.000
Verifikasi Perubahan Diverifikasi Verifikasi Perubahan
DPA-SKPD DPA-SKPD
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Koordinasi dan Kota Jumlah Peraturan 4 Dokumen Koordinasi dan Kota Jumlah Peraturan 4 Dokumen
Penyusunan Bekasi Daerah tentang 184.740.000 | Penyusunan Bekasi Daerah tentang APBD 184.740.000
Peraturan Daerah APBD dan Perkada Peraturan Daerah dan Perkada tentang
tentang APBD dan tentang Penjabaran tentang APBD dan Penjabaran APBD
Peraturan Kepala APBD Peraturan Kepala
Daerah tentang Daerah tentang
Penjabaran APBD Penjabaran APBD
Koordinasi dan Kota Jumlah Peraturan 2 Dokumen Koordinasi dan Kota Jumlah Peraturan 2 Dokumen
Penyusunan Bekasi Daerah tentang 395.075.000 | Penyusunan Bekasi Daerah tentang 395.075.000
Peraturan Daerah Perubahan APBD dan Peraturan Daerah Perubahan APBD dan
tentang Perubahan Peraturan Kepala tentang Perubahan Peraturan Kepala
APBD dan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Daerah tentang
Kepala Daerah Penjabaran Kepala Daerah Penjabaran Perubahan
tentang Penjabaran Perubahan APBD tentang Penjabaran APBD
Perubahan APBD Perubahan APBD
Koordinasi dan Kota Jumlah Dokumen 1 Dokumen Koordinasi dan Kota Jumlah Dokumen 1 Dokumen
Penyusunan Bekasi Regulasi serta 163.677.000 | Penyusunan Regulasi Bekasi Regulasi serta Kebijakan 163.677.000
Regulasi serta Kebijakan Bidang serta Kebijakan Bidang Anggaran
Kebijakan Bidang Anggaran Bidang Anggaran
Anggaran
Koordinasi Kota Jumlah Dokumen 3 Dokumen Koordinasi Kota Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen
Perencanaan Bekasi Hasil Koordinasi 158.736.000 | Perencanaan Bekasi Koordinasi Perencanaan 158.736.000
Anggaran Belanja Perencanaan Anggaran Belanja Anggaran Belanja
Daerah Anggaran Belanja Daerah Daerah, Jumlah Peserta
Daerah, Jumlah Sosialisasi
Peserta Sosialisasi
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Pembinaan Kota Jumlah peserta 220 Orang Pembinaan Kota Jumlah peserta 215 Orang
Penganggaran Bekasi Pembinaan 337.328.000 | Penganggaran Bekasi | Pembinaan 337.328.000
Daerah Pemerintah Penganggaran Daerah Pemerintah Penganggaran Daerah
Kabupaten/Kota Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Sumber

Sumber
Koordinasi dan Persentase 425.145.000 | Koordinasi dan Persentase Kesesuaian 425.145.000
Pengelolaan Kesesuaian Pengelolaan Pelaporan Penerbitan
Perbendaharaan Pelaporan Perbendaharaan SP2D dengan SPD dan
Daerah Penerbitan SP2D Daerah SPM yang Diterima

dengan SPD dan

SPM yang Diterima
Koordinasi dan Kota Jumlah Dokumen 1 Laporan 85.000.000 | Koordinasi dan Kota Jumlah Dokumen Hasil 1 Laporan 85.000.000
Pengelolaan Kas Bekasi Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Bekasi Koordinasi dan
Daerah Pengelolaan Kas Daerah Pengelolaan Kas Daerah

Daerah
Rekonsiliasi Data Kota Jumlah Dokumen 3 Dokumen Rekonsiliasi Data Kota Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 124.855.000
Penerimaan dan Bekasi Hasil Rekonsiliasi 124.855.000 | Penerimaan dan Bekasi Rekonsiliasi Data
Pengeluaran Kas Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Penerimaan dan
serta Pemungutan Pengeluaran Kas serta Pemungutan Pengeluaran Kas serta
dan Pemotongan serta Pemungutan dan Pemotongan atas Pemungutan dan
atas SP2D dengan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Pemotongan atas SP2D
Instansi Terkait SP2D dengan Terkait dengan Instansi Terkait

Instansi Terkait
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Koordinasi dan Kota Jumlah Laporan 2 dokumen 53.700.000 | Koordinasi dan Kota Jumlah Laporan 2 Laporan 53.700.000
Penyusunan Bekasi Realisasi Penerimaan Penyusunan Laporan Bekasi Realisasi Penerimaan
Laporan Realisasi dan Pengeluaran Kas Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Penerimaan dan Daerah, Laporan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran
Pengeluaran Kas Aliran Kas, dan Daerah, Laporan Kas, dan Pelaksanaan
Daerah, Laporan Pelaksanaan Aliran Kas, dan Pemungutan/Pemotonga
Aliran Kas, dan Pemungutan/Pemoto Pelaksanaan n dan Penyetoran
Pelaksanaan ngan dan Penyetoran Pemungutan/Pemoton Perhitungan Fihak
Pemungutan/Pemoto Perhitungan Fihak gan dan Penyetoran Ketiga (PFK) dan
ngan dan Ketiga (PFK) dan Perhitungan Fihak Laporan Hasil
Penyetoran Laporan Hasil Ketiga (PFK) Koordinasi dalam rangka
Perhitungan Fihak Koordinasi dalam Penyusunan Laporan
Ketiga (PFK) rangka Penyusunan Realisasi Penerimaan

Laporan Realisasi dan Pengeluaran Kas

Penerimaan dan Daerah, Laporan Aliran

Pengeluaran Kas Kas, dan Pelaksanaan

Daerah, Laporan Pemungutan/Pemotonga

Aliran Kas, dan n dan Penyetoran

Pelaksanaan Perhitungan Fihak

Pemungutan/Pemoto Ketiga (PFK)

ngan dan Penyetoran

Perhitungan Fihak

Ketiga (PFK)
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Penyusunan Kota Jumlah Petunjuk 1 Dokumen 122.720.000 | Penyusunan Petunjuk - 0
Petupjyk Tgknis Bekasi Teknis Administrasi Teknis Administrasi
Administrasi K Keuangan yang
Keuangan yang euangan yang Berkaitan dengan
Berkaitan dengan berkaitan dengan Penerimaan dan
Penerimaan dan Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Pengeluaran Kas serta Penatausahaan
Pengeluaran Kas
serta dan
Penatausahaan dan serta Penatausahaan Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban dan Sub Kegiatan
Sub Kegiatan Pertanggungjawaban
Sub Kegiatan
Koordinasi, Fasilitasi, | Kota Jumlah Dokumen 1 Dokumen 23.570.000 | Koordinasi, Fasilitasi, Kota Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 23.570.000
Asistensi, Bekasi Hasil Koordinasi, Asistensi, Bekasi Koordinasi, Fasilitasi,
Sinkronisasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring Supervisi, Monitoring,
dan Evaluasi Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi dan Evaluasi
Pengelolaan Dana dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Perimbangan dan Dana
Dana Transfer Perimbangan dan Dana Transfer Transfer Lainnya
Lainnya Dana Transfer Lainnya
Lainnya
Pembinaan Kota Jumlah Orang yang 330 Orang 138.020.000 | Pembinaan Kota Jumlah Orang yang 330 Orang 138.020.000
Penatausahaan Bekasi Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Bekasi Mengikuti Pembinaan
Keuangan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Penatausahaan
Pemerintah Keuangan Kabupaten/Kota Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Persentase Koordinasi dan Persentase Kesesuaian
Pelaksanaan Kesesuaian 1.471.153.000 | Pelaksanaan Pelaporan Keuangan 1.338.429.000
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Akuntansi dan Pelaporan Akuntansi dan dengan SAP dan Tepat
Pelaporan Keuangan dengan Pelaporan Keuangan Waktu
Keuangan Daerah SAP dan Tepat Daerah
Waktu
Koordinasi Kota Jumlah Laporan Hasil 4 Laporan 174.638.000 | Koordinasi Kota Jumlah Laporan Hasil 4 Laporan 174.638.000
Pelaksanaan Bekasi Koordinasi Pelaksanaan Bekasi Koordinasi Pelaksanaan
Akuntansi Pelaksanaan Akuntansi Akuntansi Penerimaan
Penerimaan dan Akuntansi Penerimaan dan dan Pengeluaran Kas
Pengeluaran Kas Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
Daerah Pengeluaran Kas Daerah
Daerah
Rekonsiliasi dan Kota Jumlah Dokumen 4 Dokumen 51.854.000 | Rekonsiliasi dan Kota Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen 51.854.000
Verifikasi Aset, Bekasi Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Bekasi | Rekonsiliasi dan
Kewajiban, Ekuitas, Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Verifikasi Aset,
Pendapatan, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Kewajiban, Ekuitas,
Belanja, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Pembiayaan,
Pendapatan-LO dan Pendapatan-LO, dan Beban Pendapatan-LO, dan
Beban Beban Beban
Koordinasi Kota Jumlah Laporan 3 Laporan 88.795.000 | Koordinasi Kota Jumlah Laporan 3 Laporan 127.845.000
Penyusunan Bekasi Pertanggungjawaban Penyusunan Laporan Bekasi Pertanggungjawaban
Laporan Pelaksanaan APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pertanggungjawaban Bulanan, Triwulanan Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan
Pelaksanaan APBD dan Semesteran Bulanan, Triwulanan Semesteran
Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
dan Semesteran
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Konsolidasi Laporan Kota Jumlah Laporan 2 Laporan 175.000.000 | Konsolidasi Laporan Kota Jumlah Laporan 2 Laporan 175.000.000
Keuangan SKPD, Bekasi Keuangan SKPD, Keuangan SKPD, Bekasi | Keuangan SKPD, BLUD
BLUD dan Laporan BLUD dan Laporan BLUD dan Laporan dan Laporan Keuangan
Keuangan Keuangan Keuangan Pemerintah Pemerintah Daerah yang
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Daerah Terkonsolidasi
yang Terkonsolidasi
Koordinasi dan Kota Jumlah Rancangan 2 175.000.000 | Koordinasi dan Kota Jumlah Rancangan 2 Dokumen 175.000.000
Penyusunan Bekasi Peraturan Daerah Dokumen Penyusunan Bekasi Peraturan Daerah
Rancangan tentang Rancangan Peraturan tentang
Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Daerah tentang Pertanggungjawaban
tentang Pelaksanaan APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pertanggungjawaban Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan
Pelaksanaan APBD Rancangan Peraturan Provinsi dan Rancangan Peraturan
Provinsi dan Kepala Daerah Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Rancangan tentang Penjabaran Kepala Daerah Penjabaran
Peraturan Kepala Pertanggungjawaban tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Daerah tentang Pelaksanaan APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Penjabaran Kabupaten/Kota Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Pertanggungjawaban Kabupaten/Kota
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
Penyusunan Kota Jumlah Kebijakan dan | 3 Dokumen 118.723.000 | Penyusunan Kota Jumlah Kebijakan dan 3 Dokumen 118.723.000
Kebijakan dan Bekasi Panduan Teknis Kebijakan dan Bekasi | Panduan Teknis
Panduan Teknis Operasional Panduan Teknis Operasional
Operasional Penyelenggaraan Operasional Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah
Akuntansi Daerah Akuntansi Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Daerah
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Penyusunan Sistem Kota Jumlah Sistem dan 3 Dokumen 398.266.000 | Penyusunan Sistem Kota Jumlah Sistem dan 4 Dokumen | 448.266.000
dan Prosedur Bekasi Prosedur Akuntansi dan Prosedur Bekasi Prosedur Akuntansi
Akuntansi dan dan Pelaporan Akuntansi dan dan Pelaporan
Pelaporan Keuangan Keuangan Pelaporan Keuangan Keuangan Pemerintah
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Daerah
Pembinaan Kota Jumlah Orang yang 1855 447.139.000 | Pembinaan Akuntansi, Kota Jumlah Orang yang 1359 Orang | 447.139.000
Akuntansi, Bekasi Mengikuti Pembinaan Orang Pelaporan dan Bekasi Mengikuti Pembinaan
Pelaporan dan Akuntansi, Pelaporan Pertanggungjawaban Akuntansi, Pelaporan
Pertanggungjawaban dan Pemerintah dan
Pemerintah Pertanggungjawaban Kabupaten/Kota Pertanggungjawaban
Kabupaten/Kota Pemerintah Pemerintah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pembinaan Kota Jumlah BLUD 53 68.230.000 | Pembinaan Kota Jumlah BLUD 53 Lembaga | 68.230.000
Pengelolaan Bekasi Kabupaten/Kota yang Lembaga Pengelolaan Bekasi Kabupaten/Kota yang
Keuangan BLUD Dibina Keuangan BLUD Dibina
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
PROGRAM PROGRAM
PENGELOLAAN 3.217.190.000 | PENGELOLAAN 3.001.116.600
BARANG MILIK BARANG MILIK
DAERAH DAERAH
Pengelolaan Persentase Nilai 3.217.190.000 | Pengelolaan Barang Persentase Nilai Aset 3.001.116.600
Barang Milik Aset Antara LBMD Milik Daerah Antara LBMD Dengan
Daerah Dengan LKPD LKPD
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Bidang Tanah Milik Bidang Tanah Milik
Pemkot Bekasi Pemkot Bekasi
Penyusunan Standar Kota Jumlah Standar 1 Dokumen 147.500.000 | Penyusunan Standar Kota Jumlah Standar Harga 1 Dokumen | 197.500.000
Harga Bekasi Harga yang Disusun Harga Bekasi yang Disusun
Penatausahaan Kota Jumlah Laporan 1 Laaporan 76.150.000 | Penatausahaan Kota Jumlah Laporan 1 Laaporan | 376.710.000
Barang Milik Daerah Bekasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Bekasi Penatausahaan Barang
Barang Milik Daerah Milik Daerah
Inventarisasi Barang Kota Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan Inventarisasi Barang Kota Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan
Milik Daerah Bekasi Inventarisasi (LHI) 867.940.000 | Milik Daerah Bekasi Inventarisasi (LHI) 422.940.000
Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah
Pengamanan Barang Kota Jumlah Laporan Hasil 3 Laporan Pengamanan Barang Kota Jumlah Laporan Hasil 3 Laporan
Milik Daerah Bekasi Pengamanan Barang 694.505.000 | Milik Daerah Bekasi Pengamanan Barang 672.371.600
Milik Daerah Milik Daerah
Optimalisasi Kota Jumlah Dokumen 5 Dokumen Optimalisasi Kota Jumlah Dokumen Hasil 5 Dokumen
Penggunaan, Bekasi Hasil Optimalisasi 205.400.000 | Penggunaan, Bekasi | Optimalisasi 455.400.000
Pemanfaatan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penggunaan,
Pemindahtanganan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan,
Pemusnahan dan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Pemindahtanganan,
Penghapusan Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Pemusnahan, dan
Barang Milik Daerah Penghapusan Barang Milik Daerah Penghapusan Barang
Milik Daerah Milik Daerah
Pembinaan Kota Jumlah Orang yang 93 Orang 66.505.000 | Pembinaan Kota Jumlah Orang yang 120 Orang 66.505.000
Pengelolaan Barang Bekasi Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Bekasi Mengikuti Pembinaan
Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang
Pemerintah Milik Daerah Pemerintah Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten/ Kota Pemerintah Kabupaten/ Kota Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
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Penilaian Barang Kota Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 1.120.290.000 | Penilaian Barang Milik Kota Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 770.780.000
Milik Daerah Bekasi Penilaian Barang Daerah Bekasi | Penilaian Barang Milik
Milik Daerah dan Daerah dan Hasil
Hasil Koordinasi Koordinasi Penilaian
Penilaian Barang Barang Milik Daerah
Milik Daerah
Pengawasan dan Kota Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 38.900.000 | Pengawasan dan Kota Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 38.900.000
Pengendalian Bekasi Pengawasan dan Pengendalian Bekasi Pengawasan dan
Pengelolaan Barang Pengendalian Pengelolaan Barang Pengendalian
Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang
Milik Daerah Milik Daerah
TOTAL BLPU DAN BLU LSRR RS EeY TOTAL BLPU DAN BLU Sl lla S sl
Penunjang Urusan 43.104.935.759 | Penunjang Urusan 31.808.099.054
Kewenangan Kewenangan
Pengelolaan Pengelolaan
Keuangan Daerah Keuangan Daerah
Pengelolaan Dana Kota Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 43.104.935.759 | Pengelolaan Dana Kota Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 31.808.099.054
Darurat dan Bekasi Pengelolaan Dana Darurat dan Bekasi Pengelolaan Dana
Mendesak Darurat dan Mendesak Darurat dan Mendesak
Mendesak
TOTAL KESELURUHAN BELANJA BPKAD DAN BELANJA 177.154.963.319 | TOTAL KESELURUHAN BELANJA BPKAD DAN BELANJA 161.938.313.314
DANA DARURAT DANA DARURAT
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2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada perubahan Renja BPKAD tahun 2025 terhadap Program,

Kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 tidak terdapat

usulan dari

para Pemangku Kepentingan,

baik dari

Kelompok

Masyarakat , LSM, Asosiasi — Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun

Perangkat Daerah lain pada saat pelaksanaan Musrenbang Kota.

Tabel 2.5.1
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 pada BPKAD Kota Bekasi

No Program/ Lokasi Indikator | Besaran/ Catatan
Kegiatan Kinerja Volume
1) 2 3 (4) ) (6)
Nihil
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BAB Il
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2021 Tujuan diartikan sebagai suatu kondisi yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Perumusan
Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota
Bekasi sesuai dengan Visi Kota Bekasi Yaitu “Kota Bekasi Semakin
Nyaman dan Sejahtera”. Selain pencapaian visi, Tujuan BPKAD Kota
Bekasi yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan
akuntabel dengan Indikator Tujuan yaitu Opini BPK terhadap Laporan
Keuangan Daerah dan Nilai (LHE) AKIP BPKAD dirumuskan untuk
mendukung pencapaian misi Kota yang telah ditetapkan dalam RPD Kota
Bekasi yaitu pada Misi Pertama Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Kota
Bekasi Pemerintahan yang baik. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai
secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih
spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara
berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan Perumusan Tujuan Renstra BPKAD yang mengacu
pada RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 maka dapat dirumuskan 2 (dua)
sasaran Renstra BPKAD yang pertama mencapai Kinerja terbaik dalam
pengelolaan keuangan dan aset daerah setiap tahun dengan indikator
kinerja utama nilai kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan
sasaran kedua yaitu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang
akuntabel, dengan Indikator Kinerja Utama adalah Nilai Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKAD.
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Tabel 3.1.1
Target Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Tahun 2025
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

TARGET KINERJA

Kinerja
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Aset Daerah
sesuai dengan
Peraturan
Perundangan-
undangan

dan

Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah

INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
NG| TUJUAN SASARAN TUJUAN/ PADA TAHUN KE-
SASARAN
2025
(1) 2) 3 4) 5)
Meningkatnya Indeks 74.87
Akuntabilitas Pengelolaan
Kinerja Keuangan
Pemerintah Kota Daerah
Meningkatnya |Opini BPK atas WTP

Sumber data : Renstra BPKAD Tahun 2024-2026

3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAD Kota Bekasi

2025

Tahun

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan

Keuangan Dan Aset Daerah berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali

Kota dalam pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan bidang
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keuangan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Bekasi berupaya untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan yang

efektif, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang menjadi kewajiban
BPKAD sesesuai tugas pokok dan fungsi, maka sesuai Renja BPKAD
tahun 2025 akan dilaksanakan 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) Kegiatan
dan 52 (lima puluh dua) sub Kegiatan dengan nilai Rp. 46.230.308.829,-

Adapun sesuai hasil evaluasi pelaksanaan renja BPKAD tahun
2025 sampai dengan triwulan I, maka pada Perubahan Rencana Kerja
BPKAD tahun 2025 program, kegiatan dan sub kegiatan terdapat
perubahan sebagai berikut 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan
52 (lima puluh dua) sub Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp.
17.866.844.894,-

Secara terperinci perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan
pada perubahan Renja BPKAD tahun 2025 adalah sebagaimana
dijabarkan dalam tabel berikut :
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Tabel Tabel 3.2.1

Rumusan Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Perubahan Renja BPKAD Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2025

Unit Organisasi

: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

URUSAN/ BIDANG

SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2025

SETELAH PERUBAHAN

URUSAN INDIKATOR CATATA
KODE PEMERINTAHAN K'NERJA/ LOKASI TARGET PAGU SUMBER N TARGET PAGU
DAEgéH DA/N PR?;GRA'V' OUTPUT CAPAIAN INDIKATIF DANA PENTING | CAPAIAN | |\ 0 oo oo
PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN | KINERJA (Rp.) KINERJA P
KEGIATAN
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
2 KEUANGAN 138.285.279.760 130.130.214.260
2 | 1 PROGRAM 128.886.780.760 123.233.659.660
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOT
A
2 1 | 2:01 Perencanaan, Optimalisasi 100% 170.000.000 100% 58.700.000
Penganggaran, Pengembangan
dan Evaluasi Sistem Pelaporan
Kinerja Perangkat Capaian Kinerja
Daerah dan Keuangan

Paraf Koordinasi

Kepala BPKAD

Kepala Bapelitbangda

Kabag Hukum
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URUSAN/ BIDANG

SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2025

SETELAH PERUBAHAN

URUSAN INDIKATOR CATATA
KODE FEMIERIT AR AR LOKASI TARGET PAGU N TARGET
DIRIER (DI PROGRAM/ OUTPUT CAPAIAN INDIKATIF SUMBER | oenTinG | cAPAIAN PAGU
PROGRAM/ KEGIATAN KEGIATAN | KINERJA (Rp.) DA KINERJA | 'NDIKATIF (Rp.)
KEGIATAN -
Penyusunan Jumlah Dokumen Penyusunan 2 150.000.000 | PENDAPA 3 46.510.000
Dokumen Perencanaan Dokumen Dokumen TAN ASLI Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan DAERAH
Perangkat
Perangkat Daerah Daerah
1| 201 Koordinasi dan Jumlah Laporan Kota Bekasi, 4 Laporan 20.000.000 | PENDAPA 4 Laporan 12.190.000
Penyusunan Capaian Kinerja dan | Semua TAN ASLI
Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kecamatan, DAERAH
Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Semua (PAD)
Realisasi Kinerja Laporan Hasil Kelurahan
SKPD Koordinasi
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
1 | 2:02 Administrasi 100% 120.099.545.000 100% 117.948.839.000
Keuangan
Perangkat Daerah
1 | 2:.02 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang | Kota Bekasi, 4.704 120.079.545.000 | PENDAPA 3.381 117.928.839.000
dan Tunjangan ASN | Menerima Gaji dan Semua Orang/Bulan TAN ASLI Orang/Bul
Tunjangan ASN Kecamatan, DAERAH an
Semua (PAD)
Kelurahan

Paraf Koordinasi
Kepala BPKAD
Kepala Bapelitbangda
Kabag Hukum
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URUSAN/ BIDANG

SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2025

SETELAH PERUBAHAN

URUSAN INDIKATOR CATATA
KODE PEMERINTAHAN KINERJA LOKASI TARGET PAGU N TARGET
DAERAH DAN PROGRAM/ OUTPUT CAPAIAN INDIKATIF SUMBER | o\ TinG | cAPAIAN AL
PROGRAM/ KEGIATAN KEGIATAN | KINERJA (Rp.) DANA KINERJA | 'NDIKATIF (Rp.)
KEGIATAN P
1 2:02 Koordinasi dan Jumlah Laporan Semua 1 Laporan 20,000,000 | PENDAPA 1 Laporan 20,000,000
Penyusunan Keuangan Akhir Kabupaten/ TAN ASLI
Laporan Keuangan Tahun SKPD dan Kota, Semua DAERAH
Akhir Tahun SKPD Laporan Hasil Kecamatan, (PAD)
Koordinasi Semua
Penyusunan Kelurahan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
1 | 2:03 Pengadaan Barang 926.380.000 83.356.800
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
1 2:03 Pengadaan Jumlah Unit Kota Bekasi, 63 Unit 926.380.800 | PENDAPA 11 Unit 83.356.800
Peralatan dan mesin | Peralatan dan Semua TAN ASLI
lainnya Mesin Lainnya yang | Kecamatan, DAERAH
Disediakan Semua
Kelurahan
1 | 2:05 Administrasi Optimalisasi 730.000.000 50.000.000
Kepegawaian Peningkatan
Perangkat Daerah Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pengadaan Pakaian | Jumlah Pakaian Kota Bekasi, 167 Paket 200.000..000 | PENDAPA - 0
Dinas beserta Dinas beserta Semua TAN ASLI
Atribut Atribut Kecamatan, DAERAH
Kelengkapannya kelengkapannya Semua
Kelurahan

Paraf Koordinasi
Kepala BPKAD
Kepala Bapelitbangda
Kabag Hukum
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URUSAN/ BIDANG

SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2025

SETELAH PERUBAHAN

URUSAN INDIKATOR CATATA
KODE FEMIERIT AR AR LOKASI TARGET PAGU N TARGET
DIRIER (DI PROGRAM/ OUTPUT CAPAIAN INDIKATIF SUMBER | oenTinG | cAPAIAN PAGU
PROGRAM/ KEGIATAN KEGIATAN | KINERJA (Rp.) DA KINERJA | 'NDIKATIF (Rp.)
KEGIATAN P
1 2:05 | 9 | Pendidikan dan Jumlah Pegawai Kota Bekasi, 19 Orang 100.000.000 | PENDAPA 10 Orang 50.000.000
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas | Semua TAN ASLI
Berdasarkan Tugas | dan Fungsi yang Kecamatan, DAERAH
dan Fungsi Mengikuti Semua (PAD)
Pendidikan dan Kelurahan
Pelatihan
1 | 2:05 | 10 | Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Kota Bekasi, 172 Orang 430.000.000 | PENDAPA 0 Orang 0
Implementasi Semua TAN ASLI
Peraturan Kecamatan, DAERAH
Perundang- Semua (PAD)
undangan Kelurahan
1 | 2:06 Administrasi Optimalisasi 2.343.620.000 2.189.534.500
Umum Perangkat Peningkatan
Daerah sarana dan
prasarana aparatur
1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Jumlah Paket Kota Bekasi, 8 Paket 1.300.000.000 | PENDAPA 8 Paket 1.245.815.500
Logistik Kantor Bahan Logistik Semua TAN ASLI
Kantor yang Kecamatan, DAERAH
Disediakan Semua (PAD)
Kelurahan
1 | 2206 | 5 | Penyediaan Barang | Jumlah Paket Kota Bekasi, 2 Paket 200.000.000 | PENDAPA 2 Paket 200.000.000
Cetakan dan Barang Cetakan Semua TAN ASLI
Penggandaan dan Penggandaan Kecamatan, DAERAH
yang Disediakan Semua (PAD)
Kelurahan

Paraf Koordinasi
Kepala BPKAD
Kepala Bapelitbangda
Kabag Hukum
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URUSAN/ BIDANG

SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2025

SETELAH PERUBAHAN

URUSAN INDIKATOR CATATA
KODE PEMERINTAHAN KINERJA LOKASI TARGET PAGU N TARGET
DAERAH DAN PROGRAM/ OUTPUT CAPAIAN INDIKATIF SUMBER | o\ TinG | cAPAIAN AL
PROGRAM/ KEGIATAN KEGIATAN | KINERJA (Rp.) DANA KINERJA | 'NDIKATIF (Rp.)
KEGIATAN P
1 2:06 | 6 | Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Kota Bekasi, 10 Dokumen 50,000,000 | PENDAPA 10 50,000,000
Bacaan dan Bahan Bacaan dan Bekasi TAN ASLI Dokumen
Peraturan Peraturan Selatan, DAERAH
Perundang- Perundang- Margajaya (PAD)
undangan Undangan yang
Disediakan
1 | 2:06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan | Jumlah Laporan Kota Bekasi, 35 Laporan PENDAPA 12
Tamu Fasilitasi Kunjungan | Bekasi 75,000,000 | TAN ASLI Laporan 50,000,000
Tamu Selatan, DAERAH
Margajaya (PAD)
1 | 2:06 | 9 | Penyelenggaraan Jumlah Laporan Kota Bekasi, | 200 Laporan PENDAPA 12
Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Bekasi 385.000.000 | TAN ASLI Laporan 310.099.000
dan Konsultasi Rapat Koordinasi Selatan, DAERAH
SKPD dan Konsultasi Margajaya (PAD)
SKPD
1 2:06 | 10 | Penatausahaan Jumlah Dokumen Kota Bekasi, 1200 PENDAPA 1200
Arsip Dinamis pada | Penatausahaan Bekasi Dokumen 333.620.000 | TAN ASLI Dokumen 333.620.000
SKPD Arsip Dinamis pada | Selatan, DAERAH
SKPD Margajaya (PAD)
1 2:08 Penyediaan Jasa Optimalisasi
Penunjang Urusan Pelayanan 3.647.235.760 1.900.441.860
Pemerintahan Administrasi
Daerah Perkantoran

Paraf Koordinasi
Kepala BPKAD
Kepala Bapelitbangda
Kabag Hukum
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URUSAN/ BIDANG

SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2025

SETELAH PERUBAHAN

URUSAN INDIKATOR CATATA
KODE FEAERDILA A A= LOKASI TARGET PAGU N TARGET
DElERA DA PROGRAM/ OUTPUT CAPAIAN INDIKATIF SUMBER | o\ TING | CAPAIAN PAGU
PROGRAM/ KEGIATAN KEGIATAN | KINERJA (Rp.) DANA KINERJA | 'NDIKATIF (Rp.)
KEGIATAN P
1 | 2:.08 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Kota Bekasi, 12 Laporan PENDAPA 12
Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Bekasi 3.647.235.760 | TAN ASLI Laporan 1.900.441.860
Kantor Pelayanan Umum Selatan, DAERAH
Kantor yang Margajaya (PAD)
Disediakan
1 | 2:09 Pemeliharaan Optimalisasi
Barang Milik Pelayanan 970.000.000 1.002.787.500
Daerah Penunjang | Administrasi
Urusan Perkantoran
Pemerintahan
Daerah
1 2:09 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Kota Bekasi, 20 Unit PENDAPA 20 Unit
Pemeliharaan, Biaya | Perorangan Dinas/ Bekasi 500,000,000 | TAN ASLI 550,000,000
Pemeliharaan dan Kendaraan Dinas Selatan, DAERAH
Pajak Kendaraan Jabatan yang di Margajaya (PAD)
Perorangan Dinas pelihara dan
atau Kendaraan dibayarkan
Dinas Jabatan pajaknya
1 2:09 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan Kota Bekasi, 71 Unit PENDAPA 71 Unit
Pemeliharaan, Biaya | Dinas Operasional/ Bekasi 250,000,000 | TAN ASLI 250,000,000
Pemeliharaan, Lapangan yang Selatan, DAERAH
Pajak, dan Perizinan | dipelihara dan Margajaya (PAD)
Kendaraan Dinas dibayarkan pajak
Operasional atau dan perizinannya
Lapangan

Paraf Koordinasi
Kepala BPKAD
Kepala Bapelitbangda
Kabag Hukum
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URUSAN/ BIDANG

SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2025

SETELAH PERUBAHAN

URUSAN INDIKATOR CATATA
KODE PEMERINTAHAN KINERJA LOKASI TARGET PAGU N TARGET
DAERAH DAN PROGRAM/ OUTPUT CAPAIAN INDIKATIF SUMBER | o\ TinG | cAPAIAN AL
PROGRAM/ KEGIATAN KEGIATAN | KINERJA (Rp.) DA KINERJA | 'NDIKATIF (Rp.)
KEGIATAN P
1 2:09 | 10 | Pemeliharaan Jumlah peralatan Kota Bekasi, 70 Unit PENDAPA 60 Unit
Peralata Dan Mesin | dan mesin lainnya Bekasi 220.000.000 | TAN ASLI 202.787.500
Lainnya yang dipelihara Selatan, DAERAH
Margajaya (PAD)
2 PROGRAM
PENGELOLAAN 4.756.099.000 3.895.438.000
KEUANGAN
DAERAH
2 | 2:.01 Koordinasi dan Ketepatan Waktu
Penyusunan Penetapan APBD 1.947792.000 1.683.598.000
Rencana Anggaran
Daerah
2 2:01 | 1 | Koordinasi dan Jumlah Dokumen Kota Bekasi, 2 Dokumen PENDAPA 2
Penyusunan KUA KUA dan PPAS Semua 125.000.000 TAN ASLI Dokumen 111.226.000
dan PPAS yang Disusun Kecamatan, DAERAH
Semua (PAD)
Kelurahan
2 2:01 | 2 | Koordinasi dan Jumlah Dokumen Kota Bekasi, 2 Dokumen PENDAPA 2
Penyusunan Perubahan KUA Semua 125.000.000 [ TAN ASLI Dokumen 111.226.000
Perubahan KUA dan | dan Perubahan Kecamatan, DAERAH
Perubahan PPAS PPAS yang Disusun | Semua (PAD)
Kelurahan
2 2:01 | 3 | Koordinasi, Jumlah RKA-SKPD Kota Bekasi, 1 Dokumen PENDAPA 1
Penyusunan dan yang Diverifikasi Semua 64.3300.000 | TAN ASLI Dokumen 56.970.000
Verifikasi RKA- Kecamatan, DAERAH
SKPD Semua (PAD)
Kelurahan

Paraf Koordinasi
Kepala BPKAD
Kepala Bapelitbangda
Kabag Hukum
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URUSAN/ BIDANG
URUSAN

INDIKATOR

SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2025

SETELAH PERUBAHAN

CATATA
KODE PEMERINTAHAN KINERJA LOKASI TARGET PAGU N TARGET
DAERAH DAN PROGRAM/ OUTPUT CAPAIAN INDIKATIF SUMBER | o\ TinG | cAPAIAN AL
PROGRAM/ KEGIATAN KEGIATAN | KINERJA (Rp.) DANA KINERJA | 'NDIKATIF (Rp.)
KEGIATAN P
2 2:01 Koordinasi, Jumlah RKA Kota Bekasi, 1 Dokumen PENDAPA 1
Penyusunan dan perubahan yang Semua 64.330.000 | TAN ASLI Dokumen 56.970.000
Verifikasi Perubahan | diverifikasi Kecamatan, DAERAH
RKA-SKPD Semua (PAD)
Kelurahan
2 2:01 Koordinasi, Jumlah DPA-SKPD | Kota Bekasi, 1 Dokumen PENDAPA 1
Penyusunan dan yang Diverifikasi Semua 55.400.000 | TAN ASLI Dokumen 44.750.000
Verifikasi DPA- Kecamatan, DAERAH
SKPD Semua (PAD)
Kelurahan
2 2:01 Koordinasi, Jumlah Perubahan Kota Bekasi, 1 Dokumen PENDAPA 1
Penyusunan dan DPA-SKPD yang Semua 62.900.000 | TAN ASLI Dokumen 62.900.000
Verifikasi Perubahan | Diverifikasi Kecamatan, DAERAH
DPA-SKPD Semua (PAD)
Kelurahan
2 2:01 Koordinasi dan Jumlah Peraturan Kota Bekasi, 4 Dokumen PENDAPA 4
Penyusunan Daerah tentang Semua 195.000.000 | TAN ASLI Dokumen 184.740.000
Peraturan Daerah APBD dan Perkada | Kecamatan, DAERAH
tentang APBD dan tentang Penjabaran | Semua (PAD)
Peraturan Kepala APBD Kelurahan
Daerah tentang
Penjabaran APBD

Paraf Koordinasi

Kepala BPKAD

Kepala Bapelitbangda

Kabag Hukum
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URUSAN/ BIDANG

SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2025

SETELAH PERUBAHAN

URUSAN INDIKATOR CATATA
KODE PEMERINTAHAN KINERJA LOKASI TARGET PAGU N TARGET
DAERAH DAN PROGRAM/ OUTPUT CAPAIAN INDIKATIF SUMBER | o\ TinG | cAPAIAN AL
PROGRAM/ KEGIATAN KEGIATAN | KINERJA (Rp.) DANA KINERJA | 'NDIKATIF (Rp.)
KEGIATAN P
2 2:01 | 8 | Koordinasi dan Jumlah Peraturan Kota Bekasi, 2 Dokumen PENDAPA 2
Penyusunan Daerah tentang Semua 395.075.000 | TAN ASLI Dokumen 395.075.000
Peraturan Daerah Perubahan APBD Kecamatan, DAERAH
tentang Perubahan dan Peraturan Semua (PAD)
APBD dan Kepala Daerah Kelurahan
Peraturan Kepala tentang Penjabaran
Daerah tentang Perubahan APBD
Penjabaran
Perubahan APBD
2 2:01 | 9 | Koordinasi dan Jumlah Dokumen Kota Bekasi, 1 Dokumen PENDAPA 1
Penyusunan Regulasi serta Semua 200.000.000 | TAN ASLI Dokumen 163.677.000
Regulasi serta Kebijakan Bidang Kecamatan, DAERAH
Kebijakan Bidang Anggaran Semua (PAD)
Anggaran Kelurahan
2 2:01 | 11 | Koordinasi Jumlah Dokumen Kota Bekasi, 3 Dokumen PENDAPA 3
Perencanaan Hasil Koordinasi Semua 172.175.000 | TAN ASLI Dokumen 158.736.000
Anggaran Belanja Perencanaan Kecamatan, DAERAH
Daerah Anggaran Belanja Semua (PAD)
Daerah, Jumlah Kelurahan
Peserta Sosialisasi
2 2:01 | 12 | Koordinasi Jumlah Dokumen Kota Bekasi, 1 Dokumen PENDAPA 1
Perencanaan Hasil Koordinasi Semua 23.804.000 | TAN ASLI Dokumen 0
Anggaran Perencanaan Kecamatan, DAERAH
Pembiayaan Anggaran Semua (PAD)
Pembiayaan Kelurahan

Paraf Koordinasi

Kepala BPKAD

Kepala Bapelitbangda

Kabag Hukum
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URUSAN/ BIDANG

SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2025

SETELAH PERUBAHAN

URUSAN INDIKATOR CATATA
KODE FEMIERIT AR AR LOKASI TARGET PAGU N TARGET
DIRIER (DI PROGRAM/ OUTPUT CAPAIAN INDIKATIF SUMBER | oenTinG | cAPAIAN PAGU
PROGRAM/ EEATAN KEGIATAN | KINERJA (Rp.) DANA KINERJA | 'NDIKATIF (Rp.)
KEGIATAN P
2 | 2:01 | 13 | Pembinaan Jumlah peserta Kota Bekasi, | 220 Orang PENDAPA 220 orang 337.328.000
Penganggaran Pembinaan Semua 464.778.000 | TAN ASLI
Daerah Pemerintah Penganggaran Kecamatan, DAERAH
Kabupaten/Kota Daerah Pemerintah | Semua (PAD)
Kabupaten/Kota Kelurahan
Sumber
2 | 2:.02 Koordinasi dan Persentase 425.145.000
Pengelolaan Kesesuaian 732.001.000
Perbendaharaan Pelaporan
Daerah Penerbitan SP2D
dengan SPD dan
SPM yang Diterima
2 | 2:02 | 1 | Koordinasi dan Jumlah Dokumen Kota Bekasi, | 1 Laporan PENDAPA 1 Laporan
Pengelolaan Kas Hasil Koordinasi Semua 105.000.000 | TAN ASLI 85.000.000
Daerah dan Pengelolaan Kecamatan, DAERAH
Kas Daerah Semua (PAD)
Kelurahan
2 2:02 | 5 | Rekonsiliasi Data Jumlah Dokumen Kota Bekasi, 3 Dokumen PENDAPA 3
Penerimaan dan Hasil Rekonsiliasi Semua 134.355.000 | TAN ASLI Dokumen 124.855.000
Pengeluaran Kas Data Penerimaan Kecamatan, DAERAH
serta Pemungutan dan Pengeluaran Semua (PAD)
dan Pemotongan Kas serta Kelurahan
atas SP2D dengan Pemungutan dan
Instansi Terkait Pemotongan atas
SP2D dengan
Instansi Terkait

Paraf Koordinasi

Kepala BPKAD

Kepala Bapelitbangda

Kabag Hukum

88




URUSAN/ BIDANG

SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2025

SETELAH PERUBAHAN

URUSAN INDIKATOR CATATA
KODE ASUERINUARIAR AR LOKASI TARGET PAGU N TARGET
DAERAH DAN PROGRAM/ SUMBER PAGU
PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT CAPAIAN INDIKATIF DANA PENTING | CAPAIAN INDIKATIE (Rp.)
KEGIATAN KEGIATAN KINERJA (Rp.) KINERJA
2 | 2:02 Koordinasi dan Jumlah Laporan Kota Bekasi, | 2 laporan PENDAPA 2
Penyusunan Realisasi Semua 75.000.000 | TAN ASLI Dokumen 53.700.000
Laporan Realisasi Penerimaan dan Kecamatan, DAERAH
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Semua (PAD)
Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Kelurahan

Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemot
ongan dan
Penyetoran
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemot
ongan dan
Penyetoran
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK) dan
Laporan Hasil
Koordinasi dalam
rangka Penyusunan
Laporan Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemot
ongan dan
Penyetoran
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

Paraf Koordinasi

Kepala BPKAD

Kepala Bapelitbangda

Kabag Hukum
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URUSAN/ BIDANG

SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2025

SETELAH PERUBAHAN

URUSAN INDIKATOR CATATA
KODE FEMIERIT AR AR LOKASI TARGET PAGU N TARGET
DAERAH DAN PROGRAM/ SUMBER PAGU
PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT CAPAIAN INDIKATIF DANA PENTING | CAPAIAN INDIKATIE (Rp.)
KEGIATAN KEGIATAN KINERJA (Rp.) KINERJA
Koordinasi Jumlah Dokumen 1 Dokumen 49.926.000 | PENDAPA 1 23.570.000
Fasilitasi Asistensi Hasil Koordinasi, TAN ASLI Dokumen
Sinkronis:asi ’ Fasilitasi, Asistensi, DAERAH
o Sinkronisasi, Kota Bekasi, (PAD)
Supervisi, .
Monitoring dan Supgrwg, Semua
2 2:02 | 09 . Monitoring, dan Kecamatan,
Evaluasi .
Evaluasi Semua
Pengelolaan Dana
. Pengelolaan Dana Kelurahan
Perimbangan dan :
Perimbangan dan
Dana Transfer
. Dana Transfer
Lainnya .
Lainnya
Penyusunan Jumlah Petunjuk 1 Dokumen 122.720.000 | PENDAPA 0
Petunjuk Teknis Teknis Administrasi TAN ASLI
Administrasi Keuangan yang DAERAH
Keuangan yang Berkaitan dengan Kota Bekasi, (PAD)
Berkaitan dengan Penerimaan dan Semua
2 2:02 | 09 | Penerimaan dan Pengeluaran Kas Kecamatan,
Pengeluaran Kas serta Semua
serta Penatausahaan dan | Kelurahan
Penatausahaan dan | Pertanggungjawaba
Pertanggungjawaba | n Sub Kegiatan
n Sub Kegiatan
2 | 2:02 | 11 | Pembinaan Jumlah Orang yang | Kota Bekasi, | 500 Orang 245.000.000 | PENDAPA 330 Orang
Penatausahaan Mengikuti Semua TAN ASLI 138.020.000
Keuangan Pembinaan Kecamatan, DAERAH
Pemerintah Penatausahaan Semua (PAD)
Kabupaten/Kota Keuangan Kelurahan

Paraf Koordinasi

Kepala BPKAD

Kepala Bapelitbangda

Kabag Hukum
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URUSAN/ BIDANG

SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2025

SETELAH PERUBAHAN

URUSAN INDIKATOR CATATA
KODE PEMERINTAHAN KINERJA LOKASI TARGET PAGU N TARGET
DAERAH DAN PROGRAM/ OUTPUT CAPAIAN INDIKATIF SUMBER | o\ TinG | cAPAIAN AL
PROGRAM/ KEGIATAN KEGIATAN | KINERJA (Rp.) DANA KINERJA | 'NDIKATIF (Rp.)
KEGIATAN P
Pemerintah
Kabupaten/Kota
2 2:03 Koordinasi dan Persentase 2.076.306.000 1.786.695.000
Pelaksanaan Kesesuaian
Akuntansi dan Pelaporan
Pelaporan Keuangan dengan
Keuangan Daerah SAP dan Tepat
Waktu
2 | 2:08 Koordinasi Jumlah Laporan Semua 4 Laporan 197.212.000 | PENDAPA 4 Laporan 174.638.000
Pelaksanaan Hasil Koordinasi Kabupaten/ TAN ASLI
Akuntansi Pelaksanaan Kota, Semua DAERAH
Penerimaan dan Akuntansi Kecamatan, (PAD)
Pengeluaran Kas Penerimaan dan Semua
Daerah Pengeluaran Kas Kelurahan
Daerah
2 2:03 Rekonsiliasi dan Jumlah Dokumen Semua 4 Dokumen 70.758.000 | PENDAPA 4 51.854.000
Verifikasi Aset, Hasil Rekonsiliasi Kabupaten/ TAN ASLI Dokumen
Kewajiban, Ekuitas, dan Verifikasi Aset, Kota, Semua DAERAH
Pendapatan, Kewajiban, Ekuitas, | Kecamatan, (PAD)
Belanja, Pendapatan, Semua
Pembiayaan, Belanja, Kelurahan
Pendapatan-LO dan | Pembiayaan,
Beban Pendapatan-LO,
dan Beban

Paraf Koordinasi

Kepala BPKAD

Kepala Bapelitbangda

Kabag Hukum
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URUSAN/ BIDANG

SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2025

SETELAH PERUBAHAN

URUSAN INDIKATOR CATATA
KODE FEMIERIT AR AR LOKASI TARGET PAGU N TARGET
DIRIER (DI PROGRAM/ OUTPUT CAPAIAN INDIKATIF SUMBER | oenTinG | cAPAIAN PAGU
PROGRAM/ EEATAN KEGIATAN | KINERJA (Rp.) DANA KINERJA | 'NDIKATIF (Rp.)
KEGIATAN P
2 | 2:038 Koordinasi Jumlah Laporan Semua 3 Laporan 200.000.000 | PENDAPA 3 Laporan 127.845.000
Penyusunan Pertanggungjawaba | Kabupaten/K TAN ASLI
Laporan n Pelaksanaan ota, Semua DAERAH
Pertanggungjawaba | APBD Bulanan, Kecamatan, (PAD)
n Pelaksanaan Triwulanan dan Semua
APBD Bulanan, Semesteran Kelurahan
Triwulanan dan
Semesteran
2 | 2:038 Konsolidasi Laporan | Jumlah Laporan Semua 2 Laporan 175.000.000 | PENDAPA 2 Laporan 175.000.000
Keuangan SKPD, Keuangan SKPD, Kabupaten/K TAN ASLI
BLUD dan Laporan BLUD dan Laporan | ota, Semua DAERAH
Keuangan Keuangan Kecamatan, (PAD)
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah | Semua
yang Terkonsolidasi | Kelurahan
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URUSAN/ BIDANG

SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2025

SETELAH PERUBAHAN

URUSAN INDIKATOR CATATA
KODE FEMIERIT AR AR LOKASI TARGET PAGU N TARGET
DIRIER (DI PROGRAM/ OUTPUT CAPAIAN INDIKATIF SUMBER | oenTinG | cAPAIAN PAGU
PROGRAM/ EEATAN KEGIATAN | KINERJA (Rp.) DANA KINERJA | 'NDIKATIF (Rp.)
KEGIATAN P
2 | 2:038 Koordinasi dan Jumlah Rancangan | Semua 2 Dokumen 175.000.000 | PENDAPA 2 175.000.000
Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/K TAN ASLI Dokumen
Rancangan tentang ota, Semua DAERAH
Peraturan Daerah Pertanggungjawaba | Kecamatan, (PAD)
tentang n Pelaksanaan Semua
Pertanggungjawaba | APBD Kelurahan
n Pelaksanaan Kabupaten/Kota
APBD Provinsi dan dan Rancangan
Rancangan Peraturan Kepala
Peraturan Kepala Daerah tentang
Daerah tentang Penjabaran
Penjabaran Pertanggungjawaba
Pertanggungjawaba | n Pelaksanaan
n Pelaksanaan APBD
APBD Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2 | 2:03 Penyusunan Jumlah Kebijakan Semua 3 Dokumen 150.000.000 | PENDAPA 3 118.723.000
Kebijakan dan dan Panduan Kabupaten/ TAN ASLI Dokumen
Panduan Teknis Teknis Operasional | Kota, Semua DAERAH
Operasional Penyelenggaraan Kecamatan, (PAD)
Penyelenggaraan Akuntansi Semua
Akuntansi Pemerintah Daerah | Kelurahan
Pemerintah Daerah
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URUSAN/ BIDANG

SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2025

SETELAH PERUBAHAN

URUSAN INDIKATOR CATATA
KODE ASUERINUARIAR SNSRI LOKASI TARGET PAGU N TARGET
ISR/ DY PO OUTPUT CAPAIAN INDIKATIF SUMBER | oonvminG | cAPAIAN PAGU
PROGRAM/ KEGIATAN KEGIATAN | KINERJA (Rp.) DA KINERJA | 'NDIKATIF (Rp.)
KEGIATAN -
2 | 2:.03 | 10 | Penyusunan Sistem | Jumlah Sistem dan | Semua 3 Dokumen 508.336.000 | PENDAPA 4 448.266.000
dan Prosedur Prosedur Akuntansi | Kabupaten/ TAN ASLI Dokumen
Akuntansi dan dan Pelaporan Kota, Semua DAERAH
Pelaporan Keuangan Kecamatan, (PAD)
Keuangan Pemerintah Daerah | Semua
Pemerintah Daerah Kelurahan
2 | 2:.03 | 11 | Pembinaan Jumlah Orang yang | Semua 1.997 Orang 500.000.000 | PENDAPA 1.359 447.139.000
Akuntansi, Mengikuti Kabupaten/ TAN ASLI Orang
Pelaporan dan Pembinaan Kota, Semua DAERAH
Pertanggungjawaba | Akuntansi, Kecamatan, (PAD)
n Pemerintah Pelaporan dan Semua
Kabupaten/Kota Pertanggungjawaba | Kelurahan
n Pemerintah
Kabupaten/Kota
2 | 2:03 | 12 | Pembinaan Jumlah BLUD Semua 53 Lembaga 100.000.000 | PENDAPA 53 68.230.000
Pengelolaan Kabupaten/Kota Kabupaten/ TAN ASLI Lembaga
Keuangan BLUD yang Dibina Kota, Semua DAERAH
Kabupaten/Kota Kecamatan, (PAD)
Semua
Kelurahan
3 PROGRAM 3.001.116.600
PENGELOLAAN 4.642.400.000
BARANG MILIK
DAERAH
3 | 201 Pengelolaan Persentase Nilai 4.642.400.000 3.001.116.600
Barang Milik Aset Antara LBMD
Daerah Dengan LKPD
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URUSAN/ BIDANG

SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2025

SETELAH PERUBAHAN

URUSAN INDIKATOR CATATA
KODE ASUERINUARIAR SNSRI LOKASI TARGET PAGU N TARGET
ISR/ DY PO OUTPUT CAPAIAN INDIKATIF SUMBER | oonvminG | cAPAIAN PAGU
PROGRAM/ KEGIATAN KEGIATAN | KINERJA (Rp.) DA KINERJA | 'NDIKATIF (Rp.)
KEGIATAN -
Bidang Tanah 4.642.400.000 3.001.116.600
Milik Pemkot
Bekasi
Penyusunan Jumlah Standar Kota Bekasi, 1 Dokumen 200.000.000 1 197.500.000
Standar Harga Harga yang Disusun | Semua Dokumen
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
3 | 201 Penatausahaan Jumlah Laporan Kota Bekasi, | 1 Laporan 100.000.000 | PENDAPA 1 Laporan 376.710.000
Barang Milik Daerah | Penatausahaan Semua TAN ASLI
Barang Milik Daerah | Kecamatan, DAERAH
Semua (PAD)
Kelurahan
3 | 201 Inventarisasi Barang | Jumlah Laporan Kota Bekasi, | 1 Laporan PENDAPA 1 Laporan
Milik Daerah Hasil Inventarisasi Semua 1.000.0000.000 | TAN ASLI 422.940.000
(LHI) Barang Milik Kecamatan, DAERAH
Daerah Semua (PAD)
Kelurahan
3 | 201 Pengamanan Jumlah Laporan Kota Bekasi, | 3 Laporan PENDAPA 2 Laporan
Barang Milik Daerah | Hasil Pengamanan Semua 1.300.000.000 | TAN ASLI 672.371.600
Barang Milik Daerah | Kecamatan, DAERAH
Semua (PAD)
Kelurahan

Paraf Koordinasi
Kepala BPKAD
Kepala Bapelitbangda
Kabag Hukum

95




URUSAN/ BIDANG

SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2025

SETELAH PERUBAHAN

URUSAN INDIKATOR CATATA
KODE FEMIERIT AR AR LOKASI TARGET PAGU N TARGET
DIRIER (DI PROGRAM/ OUTPUT CAPAIAN INDIKATIF SUMBER | oenTinG | cAPAIAN PAGU
PROGRAM/ EEATAN KEGIATAN | KINERJA (Rp.) DANA KINERJA | 'NDIKATIF (Rp.)
KEGIATAN P
3 2:01 | 10 | Optimalisasi Jumlah Dokumen Kota Bekasi, 5 Dokumen PENDAPA 5
Penggunaan, Hasil Optimalisasi Semua 250.000.000 | TAN ASLI Dokumen 455.400.000
Pemanfaatan, Penggunaan, Kecamatan, DAERAH
Pemindahtanganan, | Pemanfaatan, Semua (PAD)
Pemusnahan dan Pemindahtanganan, | Kelurahan
Penghapusan Pemusnahan, dan
Barang Milik Daerah | Penghapusan
Barang Milik Daerah
3 | 2:01 | 13 | Pembinaan Jumlah Orang yang | Kota Bekasi, | 213 Orang 300.000.000 | PENDAPA 120 Orang 66.505.000
Pengelolaan Barang | Mengikuti Semua TAN ASLI
Milik Daerah Pembinaan Kecamatan, DAERAH
Pemerintah Pengelolaan Barang | Semua (PAD)
Kabupaten/ Kota Milik Daerah Kelurahan
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Penilaian Barang Jumlah Laporan Kota Bekasi, | 1 Laporan 1.442.400.000 | PENDAPA 1 Laporan 770.790.000
Milik Daerah Hasil Penilaian Semua TAN ASLI
Barang Milik Daerah | Kecamatan, DAERAH
dan Hasil Semua (PAD)
Koordinasi Kelurahan
Penilaian Barang
Milik Daerah
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URUSAN/ BIDANG

SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2025

SETELAH PERUBAHAN

URUSAN INDIKATOR CATATA
KODE FEMIERIT AR AR LOKASI TARGET PAGU N TARGET
DAERAH DAN PROGRAM/ SUMBER PAGU
PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT CAPAIAN INDIKATIF DANA PENTING | CAPAIAN INDIKATIE (Rp.)
KEGIATAN KEGIATAN KINERJA (Rp.) KINERJA
Pengawasan dan Jumlah Laporan Kota Bekasi, | 1 Laporan 50.000.000 | PENDAPA 1 Laporan 38.900.000
Pengendalian Hasil Pengawasan Semua TAN ASLI
Pengelolaan Barang | dan Pengendalian Kecamatan, DAERAH
Milik Daerah Pengelolaan Barang | Semua (PAD)
Milik Daerah Kelurahan
138.285.279.760 100 130.130.214.260
TOTAL BLPU DAN BLU
02 | 02 | 2.04 Penunjang Urusan 65.354.935.759 31.808.099.054
Kewenangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Pengelolaan Dana Jumlah Laporan Kota Bekasi, | 1 Laporan 65.354.935.759 | PENDAPA 1 Laporan 31.808.099.054
Darurat dan Hasil Pengelolaan Semua TAN ASLI
Mendesak Dana Darurat dan Kecamatan, DAERAH
Mendesak Semua (PAD)
Kelurahan

TOTAL KESELURUHAN BELANJA BPKAD DAN BELANJA DANA DARURAT

203.640.215.519

161.938313.314
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Dari Tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa pada Perubahan Renja BPKAD Kota
Bekasi tahun 2025, terdapat 3 (tiga) program 12 (dua belas) kegiatan dan 50 (lima
puluh) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.31.808.099.054,- bersumber
dari APBD Kota Bekasi.

Indikator kinerja dari program dan kegiatan pada perubahan dengan BPKAD tahun
2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yaitu :

a. Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;
b. Optimalisasi Disiplin Aparatur;
c. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran;
d. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
e. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Untuk mencapai kinerja program, dalam pelaksanaannya didukung dengan

kegiatan berikut ini :

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Adminsitrasi Keuangan Kepegawaian Perangkat Daerah;
Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Adminsitrasi Umum Kepegawaian Perangkat Daerah;

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

-~ o o 0 T P

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :
a. Presentase Kesesuaian pelaporan keuangan dengan SAP dan Tepat Waktu;
b. Prosentase Kesesuaian DPA dengan Penjabaran APBD;
c. Ketepatan Waktu Penetapan APBD;
d. Persentase Kebutuhan Penggunaan Belanja Tak Terduga yang Diajukan
dengan yang Ditetapkan;
e. Presentase Kesesuaian Pelaporan Penerbitan SP2D dengan SPM yang

diterima;
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f. Presentase OPD Yang Melaksanakan Administrasi Penatausahaan
Keuangan dengan Tertib.
Untuk mencapai kinerja program, dalam pelaksanaannya didukung dengan

kegiatan berikut ini :

a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;

b. Koordinasi dan Pengelolaan perbendaharaan Daerah;

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerabh.
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu :

a. Presentase Nilai Aset antara LBMD dan LKPD;

b. Presentase Bidang tanah milik Pemkot yang Bersertifikat.

Untuk mencapai kinerja program, dalam pelaksanaannya didukung dengan
kegiatan berikut ini :

- Pengelolaan Barang Milik Daerah
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5.1.

5.2.

BAB IV
PENUTUP

Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kota Bekasi Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2026 dalam rangka mendukung
pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Dokumen ini menggambarkan arah
kebijakan, program, dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun
2026 guna menunjang tercapainya tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Rancangan
Akhir (Ranhir) Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Bekasi memuat 3 Program, 12 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan dengan Pagu
Anggaran Rp.171.689.849.860.

Dalam pelaksanaannya, Kota Bekasi dihadapkan pada situasi dimana
kondisi fiskal saat ini menuntut untuk semakin cermat, transparan, dan akuntabel
dalam menyusun rencana kerja. Amanat pemerintah pusat mengenai efisiensi
belanja tetap menjadi pedoman kita bersama. Artinya, setiap rupiah anggaran harus
diarahkan pada program yang benar-benar prioritas, memiliki manfaat nyata bagi
masyarakat, serta mampu memperkuat daya tahan Kota Bekasi dalam menghadapi

tantangan pembangunan.

Kaidah — kaidah pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja BPKAD senantiasa menghadapi tantangan
keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, setiap program dan
kegiatan yang dirumuskan disusun secara realistis, terukur, dan berorientasi pada
skala prioritas, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip efektivitas, efisiensi, serta

akuntabilitas. Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi hambatan dalam
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meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset, melainkan menjadi
dorongan untuk melahirkan inovasi, memperkuat kolaborasi, dan mengoptimalkan
pemanfaatan teknologi informasi.

BPKAD Kota Bekasi berkomitmen untuk melakukan penajaman alokasi
anggaran dalam penyusunan rencana kerja, dengan menekan belanja yang kurang
produktif serta mengalihkan sumber daya pada sektor-sektor yang lebih mendesak,
seperti peningkatan layanan dasar, infrastruktur perkotaan, penanganan sosial, serta
penguatan aparatur pemerintah.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Renja BPKAD dapat menjadi
pedoman kerja yang mampu menjawab dinamika kondisi fiskal daerah sekaligus
mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kota Bekasi. Konsistensi dalam
melaksanakan program prioritas, pengendalian belanja, serta penguatan
pendapatan daerah akan menjadi kunci agar rencana kerja ini dapat diwujudkan

secara optimal, meskipun di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerabh.
5.3.Rencana Tindak Lanjut

Dalam upaya lebih mengoptimalkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aset

Daerah Kota Bekasi dilakukan upaya antara lain :

1. Peningkatan kapabilitas aparatur baik PNS maupun PPPK melalui kegiatan
pembinaan pegawai yang dilaksanakan secara rutin untuk meningkatkan

motivasi dan semangat kerja, baik melalui forum formal maupun non formal;

2. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan serta kegiatan bimbingan
teknik dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset

daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

3.  Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap satu bulan sekali dalam
menangani berbagai permasalahan dan hambatan yang muncul pada saat
pelaksanaan program / kegiatan sebagai alat pencapaian target indikator

kinerja yang diinginkan;

4.  Memberikan ‘punishment and reward” terhadap pencapaian bidang terhadap

program / kegiatan setiap tahun;
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5.  Memberikan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung

pekerjaan agar tercapainya target program/ kegiatan perangkat daerah.

Demikian Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun
2026, semoga dapat menjadi dokumen kerja Perangkat Daerah yang bermanfaat
dalam proses pencapaian tujuan khususnya bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah dan Pemerintah Kota Bekasi pada umumnya.

feABaBlan Pengelolaan Keuangan
grah Kota Bekasi

Pemblna tama Muda/ IV c
NIP. 19650722 198603 1 011
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